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lampiran 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2i! Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Penooanti I lnd.anc-l Inrl.ans Nnrnnr ) Tahrtn )O)) tpntans

Cipta Keq'a menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan
el,aluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O24 dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah
E}',^-r,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkal Keputusan Gubernur
tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Dei-var tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dei-vai Tahun
Anggaran 2024 d,an Rancangan Peraturan Bupati Deiyai
tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai
Tahun Angga ran 2024;

2.Undan-Undang...l2

Menimbang
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l Undang-Undang Nomor 21 Tahun 20Ol tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
t-r^---:- 'T-L',- lrrrt I N^B^r 1aq. 'f-h116Lor I aml.roranrll\lvll\-ora,

Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2 I tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
155, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
66971;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan
Negara {l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
UrrUdIlE, rlUItlUl Z lAlltltl ZWZV tErr.ta.rlH, fgrrttaPi:Ul fclaturall
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2O2O
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease
2019 {Covid- 19) dan/atau Da1am Rangka Menglhadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekoniam Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 87, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lrmbaran
Negara Repubiik Incionesia Nomor 4355) sebagaimana teiah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O20
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas. Sistem Keuangan untu_k Penanga-nan
Pendemi Corona Virus Disease 2O19 (Covid-l9) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekoniam Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OA4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

5.Undang-Undang.../3
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5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang.
Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor
192, Tambahan i,embaran Negara Nomor 4939i

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang.
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik incionesia Nomor 5587i, sebagaimana teiah ciiubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tefiang Cipta Ke{a
meqladi Undang-Undang Ikmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2023 Nomor 4 l, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keua-ngan antara Pemerintah Pusat dal Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

I . Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 20OO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lemtraran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0O

Nomor 2 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 17 tentang
Pembinaan dan Pengau'asan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O17
Nomor 73, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia
N.omcr 6O4 1);

l2.Peraturan... /4



12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinal dan Anggota Dewan
D-^--t2;t^^ I,otntai rra-rqL /l amlraron NFdo ro panrrhlilz

r\4LJ q L

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2O23

tentang Perubahal atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6A+7i;

[3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Repu'oiik indonesia Tahun 2OiE Norrror 59, Tamba-r\arr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2O 18 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemer-intah Pusat (i.er-rrbaran Negar-a Repubiik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1O9, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 6224);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tamlafusn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
C)tonomi Khusus Provinsi Papua (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

17. Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2O2 I tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Ncgara Republik lndonesia Nomor 573Ii;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negra Republik Indonesia Nsncr
6881);

19.Peraturan. .. / 5
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (kmbaran Negara Republik
t^A^^--;^ I.al r- ono1 N^m^r tnn f--1,-h4^ I a6}rd?4^

Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2OO7

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
D:,noon<tsaron Aon Pprtqnarl.rrnaiar:lohon Dat;onttnota

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan
Raky'at Daerah scrta Tata Cara Pengernbalian Tunjangan
Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.

2 1. Peraturan Menteri Dala:n Negeri No:r,.or 52 Tahun 2O !.2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 754);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentans Pemhenfrrkat2 Produk Huk-um Daerah lRerita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2O36), sebaeaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547}
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2O24 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahr rn ?O I A tgrrt.n., DaAnrnan Danoclnlaoa Florona trrili!:

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 350);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 I Tahun 20 17
Tentang Pedoman Evalr-rasi R4ncanoan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 450);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 62 Tahun 2O17
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasronal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20l7
Nomor lO67);

2 6. Peraturan.. . / 6
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Pe:'encanaan Pembang.rnarr dan Keua;gan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O20

tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk
lJaaiataa Ta*D6tt, Darrrhahan A Inlzoei Dan Daaoanrnoonrr!5ru14r

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 581), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
26 Tahun 202 1 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anglaran Untuk Kegiatan Tertentu,
Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 202i iiomor 910i;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tabun 2O22
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O23 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 9721;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

3I. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Talun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2O24 (Benta Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor 2);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 4 Tahun 2O24
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah l(abupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 (B,erita
Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2024 Nomor 4);

33. Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai Nomor I Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Deivai Tahun 2024 Nomor 1);

34. Peraiuran Bupati Kabupaten Deiyai i{omor i0 Tahun 2024
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN.../7
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MEMUTUSKAN:

EVALU,+SI P-ANCANGAN PEP-N,TUR ,N DAER.^'H KABUPI.TEN
DEIYAI TENTANG PEtrTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN.}A DAERAFI

KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAI\ DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DEIYAI TAHUN ANGGARAN 2024.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten DeiSrai

tentang Pertanggungjau'aban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun
Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Pertang5Jungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapate= dan Belanja Daerah K^abupaten Deiyai Tahun
Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam [,ampiran
Keputusan Gubemur ini.

Bupati Deiyai bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Iralrrrnatan Dpivai epoera rnplala rlzan rrFrrL'F', n,l 

' 
r:r.r.-cn afas hcsil

rv..., v 
^ ^.IJ E...9

evaiuasi khususnya terkait konsistensi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungiau'aban Pelaksalaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
terhadap:
a. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Peraturan Bupati
r-6in^n D--:-1----- D--,,},-L-- i-------^ D--l^-^+-- r--rrrr(or5 . vrrJav4qrr r Lrr\ra.por4rr \rarr

Belanja Daerah serta kesesuaian Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggufl giawabari Pelaksa-traan Anggaran
Pendapatal dan Belanja Daerah dan Rancalgan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024; dengan

b. Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) serta harus memperhatikan dan
menindiricianjuti rekomenciasi sebagaimana tercantum cialam
penjelasan Lampiran Keputusan Gubernur ini untuk
perbaikan pengelolaan keuangan daerah.

vE"t\tt':a I arr! r rvr r... / u
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Bupati Deiyai menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai
Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempum:un
kepecla Gubernur, sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada Dilrtum KESATU dan Dilidum KEDUA dan untuk sekaligus
mendapatkan nomor register.

Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai
Tahun Anggaran 2A24 menjadi Peraturan Daerah dan
Ralcangan Peraturar Bupa'.i Deiyai tentar6 Penjaba,-at
Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Elelanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2024
menjadi Peraturan Bupati.

B'upati Deiyai s€gera mer,y'a;apaikan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan
Anggafan Pendapatarl dan Bel:irtja Daerah Kabupaten Deiyai
Tahun Angga ran 2024 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun
Ansgaran 2024 kepada Gubemur paling lama 7 (tujuh! hari
setelah ditetapkan.

Keputusan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 15 Agustus 2025

C U'BE-RN--UR PAPUA TEN CAH,
cAP/TrD

MEKI NAWIPA

S .sesuai dengan aslinya
HUKUM,

lt(,, srt,, otrl
200212roo2

Salinan Keputusan ini disamoaikan keoada Y h:t
I
o

3
4
5

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Pror,:nsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
lkpala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersan gkutan.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/ 2O2 TAHUN 202s
TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN

DAERAH KAE}UPATEN DEIYAI TENTANG

PERIANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN DEryAI TAHUN

ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN

PERATURAN BUPATI DETYAI TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DETYAI

TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DETYAI TENTANG
PERTANCCUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN DETYAI TAHUN ANGGARAN 2024 DAN
RANCAi.iCAN PERATURAN BUPATI DEIYAI TE NTA NC PENJABARAi\{

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DETYAI TAHUN ANGGARAN 2024

Evaluasi konsistensi untuk menilai kesesuaian pagu anggaran,

nomenklatur, serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan,

belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perda tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

Ha^sil evaluasi ksnsistensi atas-- raDcangan Perda Kabupaten Deiyai
tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA)

2024, sebagai bcrikut:
1. Pagu anggaran dalam rancangan Perda Kabupaten Deiyai tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai dengan
pagu anggaran dalam Perda Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD TA 2424.

2. Nomenklatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada rancangan
Perda Kabupaten Deiyai tertang Pertalggungaurahan Pela-ksa na a n

APBD TA 2024 telah sesuai dengan nomenklatur pendapatan, belanja,
dan pernbiayaan dalarn Perda Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD TA 2024.

3.Struktur.../2
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3. Struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada
rancangan Perda Kabupaten Deiyai tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2024 telah sesuai deogan struktur dan
klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Perda
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD TA 2024.

Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten
n-i--^i t----- jl--- l---^-.,--: 

---^-t-t-.---Lrtr-Y il-l llar us tctaP lllc lrrds t ltldr r rt,cs(:Sucrrd.rl PdE,u cr.l r.BE6u dl r, rlulllcrrArd(r.lr
serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan
pembiayaan da-lam ranca ngan Perda tentang Pertanggungfau'aban
Pelaksanaan APBD dengan Perda tentang APBD.

A. LEGALITAS

Eva.luasi t egalitas dilakukan untuk menilai kepatuhan landasan yuridis
dan penyajian informasi dalam penyusunan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rzrncangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hasil evaluasi legalitas atas ranczrngan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyampaikan dokumen

rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

kepada Dewan Perwakilan Ralrryat Daerah (DPRD) Kabupaten Deiyai
melalui surat Bupati Deiyai Nomor 8OOll27 IBUP/Vlll2025 tanggal

07 Juli 2025 hal Pen-yampaian Rancangan Perda dan Rancangan

Perbup tentang Pertanggunglawaban Peiaksanaan APBD Kabupaten
Dciyai TA 2024. Hal tersebut tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal
penyampaian rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD sebagaimana ketentuan Pasal 194

ayat (ii Pera-ru-ian Femerintah (PP) i.iomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangar Daerah yang mengamanatkan kepala daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta
ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6

(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Bupati Deiyai dart DPRD Kabupaten Deiyai mengambil keputusan

b-ersam-a terhadap ranrrange-Jr Perda terrt:rng Pertanggrmgia,waban
Pelaksanaan APBD TA 2O24 pada tanggal 10 Juli 2025 sesuai dengan
Berita Acara Nomor 7OO/O3O/BUP/2025 dan Nomor
90O/O19/DPRD/2025 Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRK
Kabupaten Deiyai tentang Rancangan Peratural Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran
2024.
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Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (3) PP

Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan persetujuan bersama
rancangan Perda tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD

dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

3, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyampaikan permohonan
evaluast Ii lcallg,arr rcrua rcr La ttullBjawaual I rElaKsallaarr ArDU rA
2024 dan rancangan Peraturan tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2O24 kepada Gubernur
Papua Tengah pada tanggal 3O Juli 2O25 melalui surat Bupati Deiyai
rt.t.'-^- '7frfrlfl17 /Elt ID/OnOq +^ndDnl l,t- L,l; af)lq Md).al, t,v/ wr Lt uvt I -e1v !4r66qr l/L.urqr
Penyampaian Materi Evaluasi Rancangan Perda dan Perbup tentang
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai T A. 2A24.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 196 ayat (1) PP

Nomor 1? Tahr-rn 20lq yang menegaskan balw. a ra.ncan gan Pe:r.l.a

Kabupaten/Kota tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD

yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada Kabupaten/Kota
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

disampaikan kepada Gubemur sebasai w'akil Pemerintah Pusat paiing
iambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan r€rncangan
Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungiawaban pelaksanaan
APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh BupatilWalikota.

4. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian data dan informasi dalam
rancurngan Perda Kabupaten Deiyai tentang Pertanggunglawaban
Peiaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD Kabupaten Deiyai TA 2024 telah sesuai dengan
penyajian informasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Bina
Keuangan Daerah Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April
2023 hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang
Pertanggunglawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan
Peraturan Kepaia Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD TA 2024.
Namun untuk laporan informasi lainnya, pada laporan realisasi
belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purclwsing,
D^- -...i- --t- tt^L"----- n-,:---,: l--r,--rEl.rrcr rrltiall l\ial',uParclr LrglYill uEtLrrlr ttrcrtJaJiAaalr uati1 Ll.ur !t ll.ul lllcrsr.

sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
9OO.1.15.1/ 1439/Keuda tanggal 10 April 2025.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendata-ng Pemerintah
D-aprah K-ahrrnatnn l.)airrai aaar tntan'
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Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian dokumen rancangan
Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
keparia DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Menjaga konsistensi bersama dengan DPRD Kabupaten Deiyai untuk
mer,yetujui be:"sama i'ancaiigan Pe-... da tentai:€ Pe i'.angguiLglawaban
Pelaksanaan APBD secara tepat waku sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Secara konsisten menyajikan informasi dalam rancangan Perda

tenlang Pertanggungawaban Pelaksas.aan A-PBD dan ranc€lgan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan APBD, serta laporan informasi lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. KEBIJAKAN

Evaluasi kebijakan diiakukan untuk menilai kepatuhan atas
pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah
Daera!- {LKPD).
Hasi-l evaluasi rancangan peraturan Bupati Deiyai tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD TA 2024, sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

A. TEJ1I IJI TN IAII U?iDI1AN

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 sebesan

Rp 1 . I 97.054.063.345, 59 atau 99,47 o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp I .203.4 12.9 12.227,OO.

Tabel I Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023-
2024

1

Tahun

2023
2024

Anggaran
(nPl

1.o93.755.274.690,00
1.203.412.912.227,OO

Realisasi
(Rp)

1.O94.124.922.009,90
r.le7.o54.oos.34s,se

Realisasi

l'/,1
100,03%

99,470/,,

Berdasarkan tabel diatas, realisasi pendapatan daerah TA 2024
sebesar Rp 1.197.054.063.345,59 atalu 99,47o/o lidak mencapai
target dari yang dianggarkan sebesar RpI.197.054.063.345,59.
Selanjutnya realisasi pendapatan daerah TA 2024 dibandingkan
dengan realisasi pendapatan daerah TA 2O23 meningkat 9,41olo atau
sebesar Rp1O2.929.14 1 .335,69.
Realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok pendapatan
daerah, sebagai berikut:
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1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Realisasi PAD TA 2024 sebesar Rp8.176.498.036,59 atau 4,897o
Aa; ,,-^d Ai6^dd^-l-66,.1a16m ADEtn a-li'-aruq r J qrf, sr1!r6t5u Aqr r

Rpl67 .322.828.2 1 1,00.

Tabel 2 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023-2024
Anggaran Realisasi Realisasi

I anun ::(Rpi (Rpi &i
2A23 104.910.168.752,00 100.318.235.207,90 95,620/o

2024 t67.322.821.2fi,OO 8.176.498.036,59 4,890/o

Berdasarken t"abel diatag realisasi P.qD TA 2024 sebesar
Rp8.176.498.036,59 atau 4,890/" dibawah target dari yang
dianggarkan dalam APBD sebesar Rp167.322,828.211,OO.
Selanjutnya realisasi pendapatan asli daerah daerah TA 2024
dibandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah TA 2023
menurun 9 1,85o/o atau sebesar Rp92. 14 I .7 37 . 17 1,3 l.
Realisasi PAD TA 2024 memberikan kontribusi sebesar O,68%
terhadap total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Hal ini
menunjukkan bahwa realisasi PAD TA 2024 masih sangat rendah
-l^- L^|,,- ^^^L-^-:l-^- L^-,-i1,,-i .,^^- -i*it:l--- r--!-^l^.^(rorr vLr\rrrr rrr!rrrrr!l rri,arr r\vrrrrrrJusr -tarrlS .16rrrrrr\drr rLrrra\rqlJ

penyediaan sumber pendanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024.
Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis pada kelompok PAD
dijabarkan sebagai berikut:
a) Pajak Daerah

Realisasi pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp2.257.826.574,OA
atau 94,76a/o dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp2.382.764.00o,00.

Tabel 3 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah TA 2023-
2024

Tahun

2023
2024

Anggaran
(Rp)

4.823.587.383,00
2.382.764.4OO,OO

Realisasi
(Rp)

4.422.069.795,OO
2.257 .826.574,OO

fl
99,9701,

94,76{ti"

Data pada tabel menunjukkan bahwa, realisasi pajak Daerah
TA )f\r4 s,elrecn r Pn2 1517 9)A \7A OO ararr QA 7 Ao/^ rlihoruah

target dari anggaran yang ditetapkan sebesar
Rp2.342.7 6a.OOO,OO. Selanjutnya rcalisasi pajak daerah TA
2024 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah TA 2023
menurun 53,18% atau sebesar Rp2.564.243.221,OO.
Capaian realisasi pajak daerah TA 2024 dibawah target yang
ditetapkan dalam APBD.
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Penetapan target pajak daerah TA 2A24 menurun 50,59%
atau sebesar Rp2.439.305.795,00 dari realisasi pajak daerah
TA 20!3.
Sub riacian objek yang tidak mencapai target realisasi
pendapatan adalah pajak reklame yang terealisasi sebesar
Rp20.00O.OO0,00 atau 80% dari target yang dianggarkan
sebesar Rp25.000.0O0,00 dan Pajak Mineral Bukan Logam
dal Batuan yang terealisasi sebesar Rp1.333.575.811,OO
atau 63,63"/a dari target yang dianggarkan sebesar
Rp2.095.964.0O0,O0.
Selain itu, terdapat realisasi sub rincian objek pendapatan
pajak daerzrh yang meiampaui -rarget yang ditetapiian daiam
APBD adalah pendapatan Pajak Jasa Boga/Katering dan
Sejenisnya dengan kode rekening 4. 1. 1.O7.O7.OOO 1 terealisasi
sebesar Rp 526.420.000,00 atau 2Al,A8o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp26 1.8O0"OO0.O0:

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai
agar melakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk
peningkatan pendapatan pajak daerah, antara lain:
(l) Menganggarkan pajak daerah dengan memedomani Pasal

1O2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daeratr,
yarg menegaskan bahwa penganggaran pqiak daerah dan
retribusi dgerah d4*r.p ft-i a pFrn rn a'tal,!.'f imhon&L"eE p--ling
sedikit:
{a} kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi

struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan
ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks
pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing
daerah yang diselaraskan dengan kebijakan
makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi
yarrg r[erruasan per]yusunan Arrlrr; ualt

{b} potensi pajak daerah.
(2i Menerapkan target pajak daerah yang terukur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayal (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Peagelola*n Keuangan Daerah,

(3) Menyusun LRA pendapatan pajak daerah semester
pertama dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya secara
akurat ber<iasarkan data potensi pajak ciaerah cian
kebijakan Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam
pengelolaan pajak daerah,
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sehingga anggaran pendapatan pajak daerah yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang perubahan
APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan
untuk setiap sub rincian objek pendapatan pajak daerah.

(a) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait
kepatuhan pembayaran paj ak.

(5) Melakukan percepatan dan perluasan elektronilikasi
transaksi pemerintah daerah (BTPD) bitlang penerimaan
daerah, serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang
efektif.

(6) Melakukan koordinasi yang lebih efeli:tif dan mendorong
lzaia ,ntatlrpranrrlra| Aacrah rTqlarn rarrol*a.rv^Jq

optima,lisasi pemanfaatan aset daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Retribusi Daerah
Berdasarkan LRA atas APBD Kabupaten Deiyai TA 2024,
tidak terdapat anggaran dan realisasi atas retribusi daerah.
Untuk itu, dalam rangka mendorong peningkatan PAD
khususnya yang bersumber dari retribusi daerah, Pemerintah
Kabupaten Deiyai ag-r melakukan lan6kah:langkah untuk
peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan retribusi
daerah, anlara lain:
(l ) Menganggarkan retribusi daerah dengan memedomani

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang
menegaskan bahwa penganggaran pajak daerah dan
retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling
sedikit:
(a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi

struktur ekonomi ciaerah, proyeksi pertumbuhan
ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks
pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat
pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing
daerah -vang diselaraskan densan kebijakan
makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi
yang mendasari penyusunan APBN; dan

(b) potensi retribusi daerah.
(2) Menetapkan target retribusi daerah yang temkur secara

rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber
penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2O19.

(3) Menyusun laporan realisasi anggaran pendapatan
re,-ribusi daerah s€mesr.er pe!-tarna dan prognosis 6 (enam)
bulan berikutnya sec€rra akurat berdasarkan data potensi
retribusi dacrah dan kcbijakan Pemerintah Kabupaten
Deiyai dalam pengelolaan retribusi daerah,
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sehingga anggaran pendapatan retribusi daerah yang
ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur
secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub
rincian objek pendapatan retribusi daerah.

(4) Menjaga dan meningkatkan kualitas barang milik daerah
(kekayaan daerah) yang menjadi objek retribusi daerah
untuk mempertahankan daya saing, sehingga dapat
meningkatkan pemanfaatan barang milik daerah oleh
masyarakat yang berkontribusi terhadap peningkatan
pendapatan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5i ivielakrrkan sosiaiisasi kepada masyaraiiat terkait
kepatuhan pembayaran retribusi daerah.

(6) Melakukan percepatan dan perluasan elektronifikasi
transaksi pemerintah daerah (ETPD) bidang penerimaan
daerah. serta melakukan strategi dan inovasi lainnya yang
efektif.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan TA 2024 sebesar Rp988.554.688,00 atau 0,62%
dari yang dialggarkan sebesar Rp I 6O.740. I 50. 368,00.

Tabel 4 Angqaran d6n psalisasl Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan TA 2023-2024

Anggaran Realisasi Realisasil4rltrrn
(Rp) (Rp) o/o

2023 89.895.1 19.354,00 89.895.1 19.354,00 r00,ooq.

2024 160.740.150.368,00 988.554.688,00 0.62''u

Elerdasarkan data pada tabei tergambar bahwa, reaiisasi Hasi.i
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan TA 2024 yaitu
sebesar Rp988.554.688,00 atau 0,62% dibawah target yang
dianggarkan sebesar Rp160.740.150.368,00. Capaian
realisasi hasii pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
TA 2024 dibandingkan dengan realisasi hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 menurun sebesar
Rp88.906.564.666,0O atau 98,907o.
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan yang mempengaruhi pencapaian target TA 2O24
berdasarkan objek dan sub rincian objek Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah yaitu:
{ 1) Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Femerintah

Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD
(kmbaga Keuangan) dengan kode rckcning
4. 1.03.O2.O 1.0O0 1 sebesar Rp988.554.688,O0
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atau lOO% dari yang dianggarkan sebesar
Rp988.554.688,OO.(2)Realisasi... / 9

(2j Reaiisasi Fagim i,aba ymg ti'rtag'ri<m kepada Pemer-ttrar'r
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan
Milik Swasta 4. 1.O3.03.O I .OOO 1 sebesar RpO,O0 atau
0,0O% dari yang dianggarkan sebesar
Rp1 59.75 1.595.680,00.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai pada
tahun-tahun mendatang agar melakukan langkah-langkah:
(1) menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan target

pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan yang ditetapka-n dalam APBD dengan
melaksanakan kebijakan penganggaran hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu memperhatikan
nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan
maniaat ekonomi, sosiai cianT atau maniaat iainnya daiam
jangka waktu tertentu, antara lain:
(a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu

tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan
-;l-; *-"--L--- A*t-\ ,,*a 

-^*A*+L-- 
;-"--io-;

pemerintah daerah;
(b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagt hasil

investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentui

(c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka wa-ktu
tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yarlg
bersangkutan;

{d} peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah
tertentu dalam jangka w'aktu tertentu sebagai akibat
langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

{e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana <iiamanat?ran ciaiam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) mengevaluasi efektivitas dan e{isiensi penyertaan modaJ
daerah guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari
L6-;, M-^-t^r--- L^l-^.'-^- a-^-^L "--- ,-l;-;-^Ll-^-

J <!1I1 urlJrriJrrsr,

khususnya perusahaan yang belum dapat memberikan
kontribusi atau beh.rm optirnal memberikan kontribusi
terhadap pendapatan daerah.

optimalisasi peran pemerintah daerah dalam melaksanakan
pembinaan dan pengawasan BUMD dalam rangka
pemenuhan pelayanan kepada nnasyarakat dan mempercepat
pembanguna-n perekonomian.

d)l,ain-lain.../ 10
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d) Lain-lain PAD yalg Sah
Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2024 sebesar
D'i.a O1n 1 1A '7'7i (O a+orr 1 1'7 1Oo/^ A-i Ai-a----L-- ..l-*c-.

Rp4.199.913.843,0O.

Tabel 5 Anggaran dan Rea-lisasi Lain-lain PAD yang Sah

TA 2023-2024

Tahun
Anggaran

(Rp) j

10. l9l.462.015,00 i

Realisasi
(Rp)

5.601.046.058,90

Realisasi
o,

54,96tYo '

I17,39%

2023
2024 I +.tgs.9r3.84C,oo: 4.930. I 16.774,59

Berdasarkan data pada tabel tergambar bahwa, realisasi iain-
lain PAD yang sah TA 2024 sebesar Rp4.930.1 16.774,59 alau
117,39o/o melampaui terget yang dianggarkan sebesar
Rp4. 199.9 I 3.843,OO. Namun penetapan target anggaran lain-
1.,:- D-ll rt .,^^- ^^L f L ainn I 1 rlgo/- -+^,. --!.--^-jarrS oarr

Rp67O.929.284,31 dari realisasi lain-lain PAD yang Sah TA
2023.
Realisasi lain-lain PAD yang sah yang mempengaruhi
pelampauan target TA 2024 berdasarkan objek dan sub
rincian objek lain-lain PAD yang sah-pada Badan Keuangan
dan Aset Daerah, antara lain:
(l) Pendapatan Hasil Penjualan Alat Angkutan dengan kode

rekening 4.1.04.01.02.0OO2 terealisasi sebesar
Rp32.5 iO.35O,00 dari semuia tiriak dianggarkan;

(21 Pendapatan Jasa Giro pada Kas Daerah dengan kode
rekening 4.1.04.05.01.0001 terealisasi sebesar
Rp544.763.O15,00 atau i36,19% dari yang dianggarkan
sebesar RpaOO.OOO.OOO,OO;

(3) Pendapatan Jasa Giro pada Kas di Bendahara dengan
kode rekening 4. 1 .O4.O5.O2.OOO I terealisasi sebesar
Rp24.577.925,00 atau 122,89o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp2O.O0O.OOO,00;

(4) Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah
Daerah dengan kode rekening 4.1.O4.O7.O1.OOOl
terealisasi sebesar Rp538.745.293,O0 atau 137,O5% dari
yang dianggarkan sebesar Rp393.09 1.362,00;

,ql Pnazloroton Denarimoon Vnlaiai Datanaoa ar^rr Ela-,.!rL1"1

Lain dengan kode rekening 4. 1 .O4.09.O I .0001 terealisasi
sebesar Rp2.729.819.585,59 ataw 94,23o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp2.896.895. 585,O0;

(6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan
Pekerjaan dengan kode rekening 4. I .O4. I 1 .O I .OOO I
terealisasi sebesar Rp252.847.OO0,O0

atau.../ 1 I
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atau 1OO,00% dari yang dianggarkan sebesar
Rp252.847.OOO,00;

t'7\ D-^A-^-r--- ,Ja; D-6da'a1'al;6r I1-!-t ;L-- D--}.-r'--o-
iri r rvr r\:ir.Pq ! - vi{5!:uuiuix r urrrvqJ44r

Perjalanan Dinas dengan kode rekening
4. 1 .O4. 1 5.04. OO0 1 terealisasi sebesar Rp I O2. IOO.OOO,OO

dari semula tidak dianggarkan;

{8} Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Belanja Gaji Pokok ASN-G{i Pokok PNS dengan kode
rekening 4. 1.04.15.03.OOO 1 terealisasi sebesar
Rp704.653.596,00 atau 297,22a/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp237.079.896,OO.

idemperhatikan hai terse'out, Pemerintah Kabupa-ten Deiyai
agar meiakukan langkah-langkah yang lebih efelrtif untuk
mempertahankan realisasi pendapatan yang bersumber dari
lain-lain PAD yang sah secara terukur, antara lain:
(11Menetapkan target pendapatan iasa grro dengan

mendasari j adwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran kas
pemerintah daerah yang berdampak terhadap saldo kas
yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUDI
dan rekening bendahara pengeluaran/bendahara
pengeiuaran pembantu.

{2} Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD} yarg membidangi
pemungutan pajak daerah agar melakukan langkah dan
upaya strategis yang efektif dalam upaya penagihan paja-k
Aoarah ccr+o AcnAo. roiolz zlera h

(3) Menyusun LRA lain-lain PAD yalg sah semester perta-ma
dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya derrgan baik dan
akurat, sehingga .rngg.rran lain-lain PAD yang sah yang
ditetapkan dalam Perda tentang perubahan APBD terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap rincian
objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2) Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan transfer TA 2024 sebesar
Rpf .O24.514.420.551,00 atau 99,360lo dari anggaran sebesar
Rpl,03 1.O9O.O84.0 1 6,o0.

Tabel 6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer yang
Sah TA 2023-2A24

Tahun
Realisasi

(Rp)

988.919.635.O56,O0
1.O24.314.420.551,O0

Anggaran
(Rp)

986.845.105.938,OO

Realisasi
('/r'l

1AA,2La/o

99,36Yo

2023
2024 1.031.O90.084.O16,OO

Pendapatan.../ 12
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Pendapatan transfer TA 2024 terealisasi sebesar
Rpl.031.090.084.016,00 atau 99,367o tidak mencapai target
Aa; Ai66dn6rl,a- 6ah--6, p6] n?l non na,a n rA nnJ*'6 r\ya.vvr.v,v.

Realisasi pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi
sebesar E5,59o/" terhadap total realisasi pendapatan daerah TA
2024.
Selanjutnya, renlisasi pendapatan transfer TA 2024
dibandingkan dengan realisasi pendapatan transfer TA 2023
meningkat sebesar Rp35. 594. 785.495,OO atau 3,60%.
Anggaran dan realisasi pendapatan transfer TA 2024 dirinci
sebagai berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan TA
2O24 sebesar Rp8O1.986.425.796,00 atau 99,49 7o dari yang
dianggarkan sebesar Rp806.093.596.000,00.

Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan T A 2023-2024

Tahun
Anggaran

(Rp)

Z. JJl. ZOO, J JJ,UU
806.O93.596.OOO,OO 

I

Realisasi
(Rp)

t I z.*cY . I zo.Y zJ 'vv

Realisasi
(a

tvz tvz
99,49

zv zJ
2C24 801.986.425.796,OO

Realisasi dana perimbangan TA 2024 sebesar
Rp801.986.425.7C6,00 ata:u 99 39Vo tidak menca-nai target
dari yang dianggarkan sebesar Rp806.093. 596. 000,00.
Selanjutnya, realisasi dana perimbangan TA 2O24
dibandingkan dengan realisasi dana perimbangan TA 2023
meningkat sebesar Rp29.527 .298.871,O0 ata:u 3,82o/o.

Realisasi pendapatan dana perimbangan TA 2024 Lerdiri
dari:
(1) Dana Bagr Hasil (DBH) terealisasi sebesar

Rp173.792.601.000,00 atau 1OO,00o/o d,ai ang€raran

J*ang ditetapkan dalam APBD sebesar
RplT 3.792.601.00O,0O.

(21 Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar
Rp486.328.924.886,0O atau 99,38o/o dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD seksar Rp489.365. 1 59.O00,0O.

(3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar
Rp72.46O.426.974,OO atatu 99,87o/o dari anggaran yang
ditetapkan da-lam APBD sebesar Rp72.553.333.OOO,OO.

(41 DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp69.4O4.472.936,00
atau 98,6196 dan anggaran jiang ditetapkan darlsn ,APBD
sebesar Rp70.382.5O3.0OO,0O.

b)Pendapatan. . . / 13
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b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Tahun Anggaran 2O24 sebesar Rp2O4.669.397.OO0,00 atau
1O0,OO% dari yang dianggarkan dalam APBD sebesar
o^at\A eao a(1'7 t\l\f\ l1r'\r\P./- \",-. !,\, ?.u 2 i . \.,t-/\,, \ru.

Tabel 8 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer
Pemerintah

Pusat-Lainny a T A 2O23*242 4

I aI t urt

2023
2024

Anggaran
{Rp}

Anggaran

_ (Rpl
14.647.949.583,0O

Realisasi
(Rp)

Realisasi

f/,1
100,87
100,oo

199.864.868.OOO,00
204.669.397 .000,00

201.610.388.000,00
204.669.397 .OOO,OO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA
2024 sebesar Rp204.669.397.000,O0 atau 100,00Yo dari yang
diarggarkan dalam APBD sebesar Rp20a.669.397.000,00.
Selanjutnya, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1 oiarva 'lA aAlz- Ai},*Ainalzqa Aaatuh raoli--i DaaAo*asoa

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2O23 meningkat
sebesar Rp3.O59.OO9.OOO,OO atau 1,529'o.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA
2O24 antara lain dari:
t1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann

Infrastruktur terealisasi sebesar Rp126.407.O35.O00.00
atau 1O0,O0oh dari anggaran yang ditetapkan dalam
APBD sebesar Rp 126.407.O35.OO0,0O.

/o) r'r^-^ n-'^^ +^- ^l:^-^: ^^L^^^- n^d,tr 17, n'ra nt\/\ f\t1
\Ll lJarra r..,!i'a LUr Lamr'oi'l r\prrr,z, , r.-r, u.wv\_/,\r\r

atau 100,00o/o dari anggaran yang ditetapkan dalam
APBD sebesar Rp65.27 1.473.000,00.

(3) Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp
i2.990.889.O0O,00 atau 1O0,0O% dari anggaran yang
ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 1 2.990.889.000,00.

c) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Anggaran dan realisasi pendapatan transfer antar daerah
dalam 2 (dual tahun terakhir {TA 2023-2024} sebagaimana
pada taLlel berikut:

Tabel 9 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar
Daerah TA 2023-2024

Tahun

)i)'L

2024

Realisasi
(Rp)

14.850.120.131,OO

Realisasi

{%l
101,38
87,86

Pendapatan.../ 14
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Pendapatan transfer Transfer Antar Daerah Kabupaten
Deiyai TA 2024 terealisasi sebesar Rpf 7.858.597.755,00 atau
a7,a6V" dari anggaran sebesar Rp20.327.09 1.0 1 6,00. Namun
demikian, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA
2024 dibandingkan dengan realisasi Pendapatarr Transfer
Antar Daerah TA 2023 meningkat sebesar
Rp3.008.477. 624,OO atau 20,260/o.
Realisasi pendapatan transfer ani€rr daerah sebagai berikut:
(1) Pendapatan Bagr Hasil terealisasi sebesar

Rp16.358.597.755,00 atau 86,89a/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp I 8. 827.O9 l.O I 6,00; dan

12) Bantuan Keuangan yang terealisasi sebesar
Rp1.500.0O0.OO0,00 atau 100,00% dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1.500.0OO.00O,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai
pada tahun-tahun mendatang dalam pencapaian pendapatan
rro n cfpr oaor malolarlzo;r lonolzoh -to;aboh.

(1) berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait
dalam rangka efektivitas penganggaran dan realisasi
pendapatan DBH;

l2l Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi
pendapatan transfer yang bersumber dari DAU, DAK
Fisik dan DAK Non Fisik, antara lain dengan memenuhi
syarat dan ketentuan penyaluran dana transfer
termasuk DAU yang ditentukan penggunaannya dan
DAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

(3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku
Bendahara Umum Daerah (BUD) agar melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD yang
rlrsllBsrura r-rAl\ uiiil t)tLv -yi r8 ultclll.LlKa.Il
pengguna€rnnya dalam rangka percepatan dan
ketepatan penyampaian laporan dan dokumen
penyaluran; dan

(4) SKPD yang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan
yang didanai dari DAK agar melakukan langkah-
langkah percepatan pelaksanaan, dan penyiapan
penyampaian laporan dokumen yang dipersyaratkan
untuk penyaluran DAK.

3) t ain-lain Pendapatan Daerah yartg Sah
Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2024
terealisasi sebesar Rp 1 64. 36 3. 1 44. 7 58, OO atau 3287,260/o dari
anggaran sebesar RpS.O00.000.0O0,0O.

Tabel 10.../ 15
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Tabel 1O Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah TA 2023-2024

Tahun

2023 2.OOO.OOO.000,00 4.887.051.746,00
2024 5.O00.000.000,00 164.363.144.758,00

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi lain-
lain pendapatan daerah yang sah TA 2024 sebesar
Rp164.363.144.758,00 atau 3287,26% melebihi target dari yang
dianggarkan sebesar RpS.000.O00.0OO,0O. Realisasi lain-lain
azaAaaor-aa A^^-^t ,,^^- -^h 'lL OnaA '-an;ndl,^+ ', DA'l aAoL
PLrruulJqrulJi.rSJu1a,rgu^r4.6rrqc

atau sebesar Rp 159.476.093.012,00 dari total realisasi lain-lain
pendapatari daerah yang sah TA 2423 dan mernberikan
kontribusi sebesar l3,73o/o pada total realisasi pendapatan
daerah TA2024.
Adapun realisasi iain-lain pendapatan daerah yang sah yang
merupakan pendapatan hibah TA 2O24 dari:
a) Pendapatan hibah dari sumbangan pihak ketiga dengan

realisasi sebesar Rp159.751.595.680,00 atau 0,00o/o dari
):--- -l--- --t----- ,1---J---1-- j-j

JarrB ulalrEBar r(i1rr uEursar f\Pv,uu, rcrruapardrr lrll
merupakan bagian dari Pendapatan Pemerintah Kabupaten
Deiyai yang bersumber dari bagi hasil keuntungan PT

Freeport Indonesia sebagaimana yang sudah diatur dalam
Undang-undang.

b) Pendapatan l,ain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan dengan realisasi sebesar
Rpa.611.549.078,00 atau 92,23o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp5.0O0.00O.0O0,00. Pendapatan ini merupakan
bagian dari Penciapatan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pacia
FKTP.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendapatan daerah TA
2024, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
i) PAD TA 2024 memberikan konribusi sebesar O,68ozi terha<iap

total realisasi pendapatan daerah TA 2024. Kontribusi tersebut
menurur 9l-85% dibandingkan dengan kontribusi PAD TA
2023 sebesar 9,l7yo terhadap total realisasi pendapatan daerah
TA 2023. Namun hal ini masih menpqiu_lkan trahwa PAD belum
signifftan memberikan penyediaan sumber pendanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam APBD TA
2024.

2) Pendapatan transfer TA 2024 memberikan kontribusi sebesar
85,59% terhadap total pendapatan daerah TA 2024,lebih tinggi
dibandingkan dengan kontribusi dari PAD sebesar O,68% dan

kontribusi.../ 16
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Reaiisasi
o/o

244,35
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kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,73o/o

terhadap total pendapatan daerah TA 2024. Hal ini
menunjdlk--:1 b--hwa k€tergantungen Pemerhteh Kabupa.ten
Deiyai terhadap transfer pemerintah pusat cukup tinggi dalam
melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
ditetapkan, termasuk dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di wilayah Kabupaten Dei-vai.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dalam rangka efektivitas
pelaksanaan APBD pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten
Deiyai agar:
1) Melakukan analisis potensi pajak daerah dan retribusi daerah

yang ada di wilayah Kabupaten Deiyai, serta mengembangkan
potensi tersebut sebagai objek penerimaan daerah.

2) Menganggarkan pajak daerah dan retribusi daerah dengan
memedomani Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

i-ai:rf; irrenegaskan bahwa perigaiiggaiaa pajak daerah dan
retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan pating sedikit:
a) ketiijakarr makroekonomi daerah yang meliputi struktur

ekonomi daerah, proyeksi p€rtumbuhan ekonomi daerah,
ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia,
kemandirian fiska-I, tingkat pengangguran, tingkat
kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan
dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan
makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan

b) potensi pajak daerah dan retribusi daerah.
3) Mengupayakan peningkatan PAD yang meliputi pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan darr lain-lain PAD yang sah dengan strategi antara
lain:
a) melakukan pendataan terhadap wajib pajak dan wajib

retribusi yang bertuj uan sebagai dasar penetapan target
pajak daerah dan retribusi daerah;

b) meningkatkan ke{a sama dengan pihak terkait dalam
pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan
pendapatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c) melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam
tahun bei-jda,r terhadap pengelolaa.-^ PAD;

d) meningkatkan komitmen seluruh stakelalders agar strategi
peningkatan PAD dapat terlaksana dengan baik; dan

e) mengoptimalkan penyelenggaraan ETPD untuk penerimaan
daerah, serta melakukan inovasi lainnva antara lain
melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan bank

dan.../17
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dan/atau non bank untuk memperluas kanal pembayara-n
dalam rangka mempermudah wajib pajak/wajib retribusi
tiaian-rr rrrcifl cr-r r-ihi kewaj i ban ny-a.

4) Menyusun dan menetapkan target PAD meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, hasil pengeloiaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-iain PAD yang sa.l. secara lebih terukur dan
rasional dengan memperhatikan data potensi pendapatan dan
faktor-faktor mempenganrhi ketercapaian target pendapatan
daerah.

5) Melakukan penyesuaian perencanaan anggaran setiap jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian PAD dalam peraturan
Bupati tentang perubahan APBD berdasarkan prognosis 6
(enam) bulan ke depan yang disusun mendasari analisis dan
kajian terhadap LRA semester pertama.

6) Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait
kenatrrhan rremhavaran nniak daer-ah dan retritrusi daerah.

7) Melakukan langkah-langkah optimalisasi realisasi pendapatan
transfer yang bsrsumber dari DBH, DAU, DAK fisik dan DAK non
fisik, antara lain dengan memenuhi syarat dan ketentuan
penyaluran dana transfer khususnya DAU yang ditentukan
penggunaannya dan DAK sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

8) SKPD yang melaksanal<an kegiatan dan sub kegiatan yang
didanai dari DAX agar melakukan langkah-langkah percepatan
penyiap-arr dan perry-ampaian iaporan daLrr dok-,.imerr :vang
dipersyaratkan untuk penyaluran DAK berkutnya.

b. BELANJA DAERAH
Realisasi belanja daerah TA 2024 sebesar RpI.2O1.O89.728.484,0O
atau 98,52olo dari yang dianggarkan sebesar
Rp 1.2 19.073. 189.876,00.

Tabel 11 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2023-
2024

Tahun

2023
2024

Anggaran
(Rp)

1.044.329.618.836,00
1.2 19.073. 189.876,00

Realisasi
(Rp)

1.O28.973.938.318,40
r.20r.o89.728.484,00

Realisasi
("/"1

98,53%
98,520/n

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi belanja
daerah TA 2024 sebesar Rp l.2O 1.O89.72A.4a4,OO atau 98,52Vo
belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
Rp1.219.073.189.876,00. Namun demikian, penetapan target
ariggaian bela.-^ja daerah TA m24 diba,-dingkan dei:.gan realisasi
belanja daerah TA 2023 meningkat sebesar
Rp 1 9O.O99.25 1.557,60atau 78,47o/o.

Realisasi.. . / 18
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Realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024
diktasifikasikan dalam kelompok belanja sebagai berikut:
1! D-l--:- ,.\--^-;r, ^^rqrlJu vl/lr4or

Realisasi belanja operasi TA 2024 sebesar
Rp853.911.OO7.957,OO ataw 9E,l2o/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp870.304.2 1 9.427,OO.

Tabel 1? Aaggaran dan Realise.si Bel-;tja Operasi TA 2023-
2024

Tahun

2023

2024

Tahun

2023
2024

Anggaran
(&)

801-664.342-288,OO

870.304.219.427 ,OO

Anggaran
(Rp)

217 .259 .435.402 ,OO

236.647 .489.864,00

Realisasi
(Rp)

788.635.739.501,40.

853.9i 1.007.957,00

f/"1

98,370/"

98,120/o

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi belanja operasi TA
2O24 sebesar Rp853.911.007.957,00 atau 98,12o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp870.304.2 I 9.427,OO. Selanjutnya porsi
belanja operasi TA 2024 terhadap total realisasi belanja daerah
TA 2024 sebesar 7l,O9"/o menurun sebesar 5,43% dari porsi
belanja operasi TA 2023 sebesar 76,640/o.

Anggaran cian reaiisasi berdasarkan jenis -oeianja operasi
sebagai berikut:
a) Belanja Pegawai

Anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam 2 (dua) tahun
terakhir tTA 2023-2024! sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023-
2024

Realisasi

iRpi
21a.497.674.792,OO

222.4543A5.4 19,00

(.y.\

96,89%

94,OOo/o

Data pada tabel menunjukan bahwa, realisasi beianja
pegawai TA 2024 sebesar Rp222.454.3O5.419,00 atau
94.OOo/o belum optimal dari anggaran sebesar
Rp236.647.489.864,00. Selanjutnya penetapan target
en!,aar2n helqr:ia rrecrawa i TA- 2t\?4 rneninolz.gg sebesar
Rp26.149.815.O72,OO atau 12,42o/o dari realisasi belanja
pegawai TA2A23. Namun demikian, realisasi belanja pegau'ai
TA 2024 dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA
2O23 meningkat 5,68% atau sebesar Rp11.956.63O .627,OO.
Berdasarkan data tersebut di atas, dari segi anggaran,

porsi... / 19
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porsi anggaran belanja pegawai TA 2024 dari total anggErran

belanja daerah TA 2024 sebesar 19,41o/o, menurun 1,39olo

o-ibnndingiean rlengan porsi anggarirn 'uc-rar-g'a pegawai TA
2023 dari total anggaran belanja daerah TA 2O23 yaitu
2O,8Oo/o. Namun dari segi realisasi, porsi rea-lisasi belanja
pegawai TA 2024 dari total realisasi belanja daerah TA 2024
selrecqr 1F,, q)o,/^ rnprrrrrrrn 'l O4o/^ Ai}:,lrr.Ainolran Aettcon

porsi realisasi belanja pegawai TA 2023 dari total realisasi
belanja daerah TA 2423 yaitu 20,464/o. Pemerintah
Kabupaten Deiyai dalam mengalokasikan dan merealisasikan
belanja pegawai agai tetap memperhatikan ketentuan U U

Nomor 1 Tahun 2022 yang menegaskan bahwa porsi belanja
pegawaj di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui
TKD paling tinggi 3oolo dari totai belanja APBD.

b) Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 sebesar
Rp492.333.443.836,00 atau 99,600lo dari yang dianggarkan
sebesar Rp494.3O2.984.0 r 7,00.
Tabel 14 Angg-ran dan Realisasi Bela;.,3a Ba:.an6 dan Jasa

TA 2023-2024
Anggaran Realisasi

(Rp) {Ep}
431.596.947.202,OO 422.602.525.928,00
4g4.302.g84.O l 7,OO 4g2.333.443.836,00

unahT
Realisasi

f/,1
97 ,920/0

99,60l,h

2023

2024

Data pada tabel diatas menunjukan bahwa realisasi belanja
barang dan jasa TA 2024 sebesar Rp492.333.443.836,00
atau 99,600/0 dari yang dianggarkan sebesar
Rp494.302.984.017,00. Capaian realisasi belanja barang
dan jasa TA 2024 meningkat sebesar Rp69.730.917.908,00
atau 16,5oo/o dibandingkan dengan realisasi belanja barang
dan jasa T A 2023 sebesar Rp422. 6O2. 525. 928,0O.

Terhadap capaian reelisasi belanja barang dan jasa diatas,
Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
(1) Mempertahankan capaian percepatan pelaksanaan sub

kegiatan dan pengadaan barang dan jasa dengan
menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang
diuraikan sampai dengan rencana penarikan dana untuk
setiap sub rincian objek belanja yang disesuaikan dengan
ketersediaan dana;

(2)Mela-kukan...i 20
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(2) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalial
pelaksanaan anggaran belanja barang dan jasa pada

masing-masing SKPD secara simuitan, agar konsisten
antara pelaksanaan anggaran dengan rencana anggaran
kas yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan

aiggara-n, sehingga terhadap objek belanja barang dan
----l:---:---- ):--):t-: rjl-l- --.:--, ^.:--Ja$a ya-rlB IcitlrsaslrlJa urPrgurKSl [ruall. uPLurrdr, sllil

Ernggaran tersebut dapat dimanfaatkal untuk mendanai
program/ kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka
peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;

t1l ^--;--l--+L-- lzr rali+ac Aaaoaa
tu, rrlururSM Lur65ucr

meiakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan
efisien untuk pencapaian output ke$atan dan sasaran
prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian
terhadap reDcana kegiatan agar da)arn pe.lalsanaam,va
dapat dilakukan secara efcktif dan efisien;

(4) melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan belanja
barang dan jasa pada SKPD; dan

c) Belanja Hibah
Realisasi belanja hibah TA 2024 sebesar
RpI17.157.332.302,00 atau 99,81% dari yang dianggarkan
sebesar Rp I I 7.383.745.546,00.

Tabel 15 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023-
2024

Tahun

2023
)^)4.

Data tabel diatas menunjukkan bahwa, Realisasi belanja
hibah TA 2024 sebesar Rpi 17.157.332.3O2,OO atau 99,81%
dari yang dianggarkan sebesar RpI I7.383.745.546,00
Adapun rincian objek belanja yang mempengaruhi tidak
tercapainya realisasi belanja hibah dalam APBD TA 2024
yaitu Belanja Hibah Dana BOSP-BOF Kesetsraan dengan
kode rekening 5. 1.5.08.03 terealisasi sebesar
Rp 134.2OO.OOO,OOatau 62,53"/o dari yang dianggarkan
sebesar Rp2 I 4. 60O.O00,00.

Anggaran
(Rp)

123.874.867 .346,OO

I 17.383.745.546,00

Realisasi
(Rp)

tzo.ooe.oto.soo,+o
1r7.ts7.332,302,OO

Realisasi

f/,1
to2,200/o

Sg ,9t"/n

dlBelanja.../21
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d) Belanja Bantuar Sosial
Realisasi belanja bantuan sosial TA 2024 sebesar
p-a I Or-q OOA Afrn nn ar6tr OO O-QoZ Aon vona Aioaooo;bo;

sebesar Rp2 1.970.OO0.000,00.
Tabel 16 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA

2023-2024

Tahun

2023
2024

-t 
-21.970.000.000,00 21.965.926.400,00

An;41aran
(Rp)

25.250.O00.O00,00

Realisasi
(Rp)

25.250.000.000,00 i

TA
dari

Realisasi

t%l
1OO,00olo

99,98Y,

Data tabei diatas menunjukkan bahwa, reaiisasi beianja
bantuan sosial TA 2024 sebesar Rp2 1.965.926.400,00 atau
99,980/" dari yang dianggarkan sebesar
Rp2 1.970.000.000,00. Penetapan target belanja bantuan
sosial TA 2024 menurun 12,99o/o atau sebesar
Rp3.28O.00O.0O0,OO dari realisasi belanja bantuan sosial TA
2023.

2) Belanja Modal
Reaiisasi -oeianja modal TA 2O24 sebesar Rp2O7.661.766.A32,OO
atau 88,37o/o dari yang dianggarkaa sebesar
Rp2.332.650.84 1.635,OO.

Tabel 17 Anggaran dan Realisasi Belanja ModalTA 2023-2024

Tahun Anggaran Realisasi Realisasi

2o2s rlu.r.(:.?22.s48,oo' rrr.ourll5l.rrn,oo r:?"^,
2424 209.382.016.749,OO 207.861.766.832,00 ee.27,h

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal TA 2024
sebesar Rp2O7.861 .766.832,O0 atau 99,27o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp209.382.0 1 6.7 49,OA. Selanjutnya porsi
realisasi belanja modal TA 2024 dari total realisasi belanja
dacr ah TA 2424 adalah se'besar i7 ,37!io, nrert'nrgkat 6,4 I ?ii

dibandingkan dengan porsi belanja modal TA 2023 sebesar
10,89%.
Anggaran dan realisasi berdasarkan jenis belanja modal antara
lain sebagai berikut:

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Realisasi belaLnja modal peraLlatan dan mesin
sebesar Rp3O,675.538.528,OO atau 98,620/o
dianggarkan sebesar Rp 1 49.672.806. 740,OO.

2024
yang

Tabel 18.../22
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Tabel 18 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin TA 2023-2424

Tahun

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal peralatan
dan mesin TA 2024 sebesar Rp3O.675.538.528,0O atau
98,620/" dari yang dianggarkan sebesar
I(pJ r , I r-rJ..z I \,r.U\.r\,rrt,\,. J(iralrJ (ItIrya t callsail ucr.uUcr llruuaal

peralatan dan mesin TA 2024 dibandingkan dengan realisasi
belanja modal peralatan dan mesin TA 2A23 t.r-rdapat
penurunan | 2 7,24o/o atau sebesar Rp 1 6. 8 I O.033.607,00.

Lr D^t^-.:^ rr^-,-, ,-r^.,-.-- -t^- El^------u, Dcrdrud. rvr(Jrlclr \JcuLlrtB udrr IJcurEqrr<(lr

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan TA 2024
sebesar Rp61.378.573.250,00 atau 99,60a/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp6 1.624.753.250,00.

Tabel 19 Angqaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan
Bangunan TA2023-2A24

Anggaran
Rp

Tahun Anggaran
Rp

2423 qa on? Ai? Roq on

Realisasi
Rp

Realisasi
('/,1

Realisasi
(%l

41.381.554.000,00 99,59'k' 
I

61.378.573.250,00 99,60..,i, r

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal gedung dan
bangunan TA 2024 sebesar Rp61.378.573.250,OO atau 99,60%
Aari wlnct Aianooarlzan cplresor QnAl A)4 7q? ,qn nn

Selanjutnya realisasi belanja modal Cedung dan Bangunan TA
2024 dibandingkan dengan realisasi belanja modal Gedung
dan Bangunan TA 2023 mengalami peningkatan 48,32o/o atau
sebesar Rp I 9.997.0 19.250,O0.

c) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2024
sebesar Rp 1 1 3. 087. 544.464, Ooatau 99,27 o/o yang dianggarkan
sebesar Rp 1 I 3.924.853.499,O0
Tabei 20 Anggil-an dan Realisasi Beiai-rja ivio,iai jaian, Irigasi

dan Jaringan TA 2023-2024
Realisasi

Rp
Realisasi

t%l

13.86s.sO4.92 1,OO 99,390/o2023
98,620/o31.105.210.000,002024 I 30.675.538.528,00

Tahun
Anggaran

(Rp)
Realisasi

(Rpl

2024

41.552.9 r6.000,OO

61.624.753.250,OO

2023

qA rlac <06 qoq nn

99,27./"

Berdasarkan... /23

Q3 64r,/,,

1s.950.290.650,00 I

l

I

1t3.O87.544.464,00 
|

J

2024 i r 1s.924.8s3.499,001



-23-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi betanja modal jalan, irigasi
dan jaringan TA 2024 sebesar RpI13.O87.544.464,0O atau
99,27"ro belum optimal dari yang dianggarkan sebesar
Rp I 13.924.853.499,00. Selanjutnya reafisasi belanja modal
Jalan, lrigasi dan Jaringan TA 2O24 dibandingkan dengan
realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023
mengalami peningkatan 101 ,6 1olo atau sebesar
Rp56.994.947.566,00.

cii Beianja Mlociai Aset Tetap i,ainnya
Realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2024 sebesar
Rp1.289.30O.O0O,00 atau 1O0,0Oo/o dai yang dianggarkan
sebesar Rp 1.289.300.O00,00.

Tabel 2 1 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya TA2023-2024

Tahun

2023
100,00

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja modal aset lainnya
TA 2024 sebesar Rpi.289.3OO.OOO,OO atau io0czir dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1.289.3O0.00O,O0.

Memperhatikan capaian realisasi belanja modal yang
dianggarkan dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Deiyai pada
tahun menciatang agar melakukan iangkah-iangkah:
a) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang

modal untuk pencapaian output sub kegiatan, dengan:
(1) menyusun jadwal pelaksanaan sub kegiatan yang

diuraikan sampai de ngan renca:ia penar';^kan setiap
rincian objek belanja yang didasarkan ketersediaan
dana; dan

(2) melakukan lelang dini sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam rangka
mengefektifkan waktu pengadaan barang modal.

b) melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing
SKPD secara simultan, untuk menjaga konsistensi antara
pelaksanaan anggaran dengan rencana €rnggaran kas yang
ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran,

2024 1 .289.300.000,00 1.289.300.000,00

sehingga... / 24

Anggaran I Reatisasi I Realisasi

__ (Rp) i npl I f/,)
0,001 o,o0l 0,oo

I

I

I
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sehingga terhadap rincian objek belanja modal yang
r-cariisasjny'adiprediksitidakoptimai,sisaiirilg-a-ar-rtersebut
dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan
yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan
dan kesej ahteraan masyarakat ;

c) memngkatk-an kualitas perencanaall ans;garan dengan
melakukan perhitungan kebutuhan riil secara efektif dan
efisien untuk pencapaian autput keg1atan dan sasaran
prioritas daerah yang ditetapkan, serta melakukan kajian
terhadap rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya
dapat dilakukan secara efelrtif dan efisien; dan

d) mematuhi pedoman pen,.u$unan APBD untuk tidak
menganggarkan kegiatan pada perubahan APBD, apabila
dari aspek walctu dan tahapan pelaksanaan kegiatan
tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir
tahun anggaran.

3) Belanja Tidak Terduga
Realisasi beianja tidak terduga TA 2O24 sebesar
Rp 1 1 . 163.823.000,00 ataw 99 ,38Yo dari yang dianggarkan
sebesar Rp 10.636.938.000,00.

Tabel22 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga

TA 2023-2024

Berdasarkan data diatas, realisasi belanja tidak terduga TA 2024
sebesar Rpl1.163.823.000,00 atau 99,38o/o dari yang
dianggarkan sebesar Rp 1 1.233.823.OOO,00.
Pemerintah Kabupaten Deiyai harus tetap menyediakan belanja
tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan
pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan
Mnt^Aandt,hAa^--- f)-laa -a-aL^ -f^1,+;';,^- lr'v^ vrrvqr rqurr

dan pelaksanaan belanj a tidak terduga, pada tahun-tahun
mendatang Pemerintah Kabupaten Deiyai harus melakukan
evaluasi dan pengendalian atas setiap objek belanja tidak
terduga, sehingga terhadap objek belanja tidak terduga yang
realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat
dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang
lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan
kesej ahteraan masyarakat.

4)Belanja.../25

Tahun
Anggaran

Rp
Realisasi

Rp
Realisasi

('/"1

6.010.000.o00,00

2024 11.233.823.OOO,OO

6.005.000.000,00

1 1. 163.823.000,00

99,920/o

9934/"
I

2023
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4) Belanja Transfer
Realisasi belanja transfer TA 2024 sebesar
Rp i28. 153.130.695,00 atau lOO,OOry,o -uar-i 1-a,rg dianggarkan
sebesar Rp I 28. 1 53. f 30.695,00.

Tabel 23 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023-
2024

Realisasi

1%l

101 ,45.1,

2024 I 128.153.130.700,00 I 128.153. 130.695,00 100.oo,.,;

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi belanja
transfcr TA 2024 sebesar Rp128.153.f 30.695,00 atau 100,00o/o

dari yang dianggarkan sebesar Rp128.153.130.695,00.
Seianjutnya realisasi belanja transier TA 2024 ciibanciingkan
dengan realisasi belanja transfer TA 2O23 meningkat 4,827o atau
sebesar RpS.888.937. 697,OO.
Anggaran dan reaiisasi berdasarkan jenis belanja transfer adalah
Relania Renltten Kettenpan Daerah Kahtrnafen Ke Desa.

Berdasarkan data dan analisis terhadap anggaran dan realisasi
Belanja Daerah TA 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai
berikut:
l) Realisasi belanja daerah TA 2024 tercapai 98,52Vo. Realisasi

belanja daerah tersebut sudah sesuai dengan Surat Direktur
Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor
9O0.1.15.f/18786/Keuda, tanggal 4 Desember 2O23, hal
Pelaksanaan ,a.aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024, yang menargetkan capaian realisasi belanja
daerah bagi Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 9OYo pada
triwulan IV.

2) Selanjutnya reaiisasi belanja pegawai harya tercap ar 94,OOVI,
namun porsi belanja pegawai dari segi anggaran, porsi
anggar€rn belanja pegau'ai TA 2024 dari total anggaran belanja
daerah TA 2024 sebesar lg,4lyo, sedangkan porsi belanja
pegawai dari segi realisasi sebesar L8,52o/n dari totd realisasi
beianja daerah TA 2024. Berdasarkan porsi anggaran dan
realisasi belanja pegawai TA 2024 tersebut, Pemerintah
Kabupaten Deiyai agar tetap mengalokasikan dan
merealisasikan bela-nja pegawai sesuai denga,n ketentuan UU
Nomor 1 Tahun 2O22 ltang menegaskan bahwa porsi belan-ia
pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD
paling tinggi 30o/o dari total belanja APBD.

Tahun

2023

Anggaran
Rp

Realisasi
Rp

120.518.754.000,00 r22.264.t92.998,OO

3)Porsi... / 26
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3) Porsi realisasi belanja barang dan jasa TA 2024 cukup besar
yaltu 4O,99o/o terhadap total realisasi belanja daerah TA 2024.

4) Pcrsi redisasi belanja mcdal TA 2O24 sebesar 17,3lok terhadap
total realisasi belanja daerah TA 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang
Pemerintah Kabupaten Deiyai agar melakukan langl<ah-langkah
untuk peni::rookatan efektivitas pengelolaan belanja daer--h, ar.t-ara

lain:
1) Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja daerah

dengan menetapkan target anggaran belanja secara terukur
dan rasional dengan mendasari kebutuhan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai
dengan ketersediaan sumber pendanaan.

2) Memenuhi alokasi anggaran untuk belanja wajib yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk
L^t^-:^ )-C*^r-,r*,,- 

-l^..- 
- -- -,,LI;LrJuro-rrJa lrrrlasrr LlALLrr Pr-ro.j o,rranr Pur.,rt- .

3) Meningkatkan efisiensi dengan melakukan perhitungan secara
akurat terhadap kebutuhafl anggarafl setiap akun belanj a pada
setiap sub kegiatan dalam rangka pencapaian output yang
ditetapkan.

4) Meningkatkan kinerja Tim Penyusunan Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD) dalam peningkatan kualitas perencanaan
€rnggaran belanja daerah mela-lui antara lain penguatan
verifikasi RKA-SKPD.

5) Perencanaan <ian reaiisasi beianja pegawai agar diiai<ukan
dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah secara
optimal dan lebih terukur dengan mempertimbangkan
penerimaan ASN dan jumlah pensiun ASN serta penetapan
acress sebesar 2,5o/o sebagaimarea diatur dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang pedoman pen1rusunan APBD dan
memperhatikan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang
menegaskan bahwa porsi belanja pegawai di luar tunjangan
guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 3O% dari total
belanja APBD paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal
UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.

6) Mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan belanja modal
dengan memperhatikan efektivitas, efisiensi dan ekonomis
--l^I-^^--^- L^l^-;^ ^^A^l -^-+^ -----*;-L^ ^-l-^- )^-^^l-iJ\.]dlrJ4 ra rrrlrupur r!1rl.,dJ1Blral1 ua rPa

sosial, ekonomi terhadap pemerintah dan masyara-kat.
7) Melakukan pengendalian, evaluasi serta rasionalisasi terhadap

belanja barang dan jasa baik, belanja jasa, beianja uang,
maupun belanja perjalanan dinas secara efektif, efisien dan
ekonomis dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah.

BlDalan...l27
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8) Dalam rangka percepatan realisasi belanja daerah, agar
melakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:
-r --l-l-,,L-- 

E6d6,l66h ,l;-; e-)Elrt6 rolrt''4' .rr!1!-^q,r,xr y!1rEuuuur

berjalan setelah penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-
PPAS, sehingga pelaksalaan pengadaan barang/jasa dapat
dilakukan secara efektif karena ketersediaan waktu yang
cukuP;

b) optimalisasi pengadaan melalui e-katalog dan toko daring;
c) optima,lisasi ETPD termasuk penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pengadaan barang/jasa;
d) mengoptimalkan penerapan bentuk kontrak pengadaan

barang/jasa bc-r r.ipra bukti pembeir'arr dan s.u-r at pesanan
yang pelaksanaannya lebih mudah dan sederhana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e) menyesuaikan anggaran belanja setiap sub kegiatan dalam
perubahan APBD berdasarkan prognosis 6 (enam) bulan ke
depan yang mendasari hasil analisis laporan realisasi
anggaran semester pertama, sehingga anggaran belanja
daerah ada kepastian sumber pendanaannya dan dapat
dilaksanakan sesuai anggaran yang ditetapkan;

tJ melai<ukan monitoring, evaiuasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran belanja modal pada masing-masing
SKPD secara simultan, agar konsisten antara pelaksanaan
anggaran dengan rencana anggaran kas yang ditetapkan
sesuai dokumen pelaksanaan anggarzrn, sehingga terbadap
belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal,
sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk
mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam
rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyara-kat;

g) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
pada SKPD serta mengevaluasi kinerja pihak ketiga untuk
menghindari pemutusan kontrak yang berdampak pada
L^J--l-ID},^J-, m161,-a n6 6 - L-;-r--. ,.1--r Ne6ru !.Ir' uua I

h) mematuhi pedoman pen1rusunan APBD untuk tidak
merrganggarkan kegiatan pada perr:bahan APBD, apabila
dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan
tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir
tahun anggaran.

9) Mengoptimalkan pelaksanaan belanja bantuan sosial baik yang
direncanakan maupun yang dapat tidak direncanakan
sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
unda-..gan, termasuk dalarr, rar-,gka peiaksanaan kebijalian
penanganan inflasi maupun penghapusan kemiskinan ekstrem
melalui perencanaan, verifi kasi

dan.../28
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dan va-lidasi data penerima bantuan sosial untuk memastikan
belanja bantuan sosial tepat sasaran.

rfrl lrAl6lzirl,-n inrraa+-*jcaci acai t-ta6 rr-trrl, A;6t^6l,a; ealro,o;lqu9(r!lql/ur.lqrrqr[jqrldiq.rJvvq6ql

salah satu dasar pelalsanaan belanja modal tanah, belanja
modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan dan belanja
modal aset tetap lainnya sehingga dapat menjadi pedoman
dalam pelaksanaan pengadaan yang lebih terukur dan tepat
sasaran.

c. PEMBIAYAA]{

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deiyai per 3 I
Desember 2024 sebesar Rp15.660.707.946,92 atau IOO,O0% dari
dianggarkan sebesar Rp 1 5.660. 2 77. 649,00, terdiri dari:
l) Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dei.v-ai

',.L ^rn1A --^I;^--i -^L--^- D-'l < rrln '7 
^'7 

rjAA r)1 -+-,, trrrr r}r)o,/-r\P r \,. ,
dari yang dianggarkan sebesar Rpl5.910.277.649,00
merupakan penggunaan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) TA 2023.

2) Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2O24
realisasi sebesar Rp250.000.000,00 atau 100,00% dari yang
dianggarkan sebesar Rp250.000.O00,OO merupakan Penyertaan
Modal Daerah.

rl Sico IFhih pernhiarraan Anctaqran /SIr pAl

Berdasarkar LRA Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember
2O24 diketahui bahwa SILPA sebesar Rp11.625.042.808,51.
Dengan demikian rasio SILPA TA 2024 terhadap total anggaran
belanja daerah dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp1.219.073.189.876,00 adalah O,95o/o. Apabila SILPA TA 2024
dibandingkan dengan SILPA TA 2023 menurun 26,937o atau
sebesar Rp4.285.234.84 1,4 1.

2. NERACA
a. ASETDAERAH

Nilai aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember
2024 yaitu sebesar Rp1.339.840.551.569,85 mengalami
rer.rindlzotqr a O9o/^ otor! c^rr4o6r Phaa 7(f! -7 t 1 1ia oAr\ruv. ! vv.

dibandingkan nilai aset per 3 I Desember 2023 sebesar
Rp 1.3O 1.O79.838.366,89. Aset daerah Pernerintah Kabupaten
Deiyai TA 2O24, dengan rincian sebagai berikut:

I )Aset.../29
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l! Aset Lancar
Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember
DnD-zt *Faca* p'rn OOr'- LCa 9.1Q aA merrrnrr C\ f,ao/^ or:atr

sebesar Rp7.249.513.540,92 dibandingkan dengan Aset
Lancar per 31 Desember 2023 seksar Rp28.243.94136A,22.
Aset lancar T^ 2024 terdiri dari:
a) Kas dan setara Kas dengan rincian antara lain:

(1) Kas di Kas Daerah sebesar Rpl1.368.225.980,11
{2) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp

20.0o0.000,00
(3) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp

I t6,*6+ - I60,UU;
(4) Kas di BLUD sebesar Rp 0,00;
{5} Kas di Bendahara BOS sebesar Rp 12.616.141,00;
(6) Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesr Rp80.496.20 1,40;
{7} Kas Lainaya sebesar Rp f57.388.924,00; dan
(8) Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp 15"22O.3OO,O0.

Berelasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten l)eiyai
perlu memperhatikan bahwa per 31 Desember 2O24 ma.sih
terdapat kas di Bendahara Pengeluaran yang belum
disetorkan ke RKUD. Oleh karena itu, Pemerintah
Kabupaten Deiyai harus mengupayakan penyetoran kas
dilakukan tepat waktu yaitu paliag iambat tang€ial 3l
Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pep.eri::t-*h Nomer L 2 Tahurr 2OL9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2A2A tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah.

b) Nilai nominaf piutarg per 31 Desember 2024 sebesar
Rp7.11O.888.742,OO. Sesuai dengan laporan yang
disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang
diragukan tertagih sebesar Rp5"6O1.i2O.217,OO Saldo
piutang daerah TA 2024 tersebut antara lain sebagai
ucl 1l(uL.

(1) Fiutang Pajak sebesar Rp92.28A.O22,OO;
(2) Piutang Lain-Lain PAD yarg Sah sebesa-r

RpS.5O8.84O. 195,00; dan
{3) Piutang Transfer Antar Daerah sebesar

Rp 1.5O6.255.417,O0;

{4) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp3.513.1O8,OO.

clPersediaan... / 3O
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c) Persediaan
Saldo persediaan per 3l Desember 2024 sebesar
D^'7 '?A1 OO', <A I 70 moainalzat c4l.raorr\P,., v-.&3,

Rp2.797.630. 145,49 atau 57,O4o/o dibandingkan dengan
Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp
4.904.597.416,30 berupa barang habis pakai ),ang terdiri
dari Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada
masyarakat, alat/bahan untuk kegiatan kantor dan obat-
obatan.
Berdasarkal nilai persediaan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Deiyai harus:
ai memperhatikan persediaan yang sitatnya rentan rusak

dan kadaluwarsa seperti bahan obat-obatan serta
persediaan habis pakai lainnya; dan

b) melakukan pengendalian terhadap pengelolaan
persediaan dan pemanfaatan persediaan dimaksud
sesuai dengan penrntukan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai
ooor Aalorn tnonrralnla os.t lanr.or nqrlq fahrrn l.rari lrr rf nr;o er !r'revtt

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Memastikan bendah:rra penerimaarr, trendahara pengeluaran

pada setiap SKPD agar menyetorkan kas yang dikelolanya ke
RKUD paling lambat 31 Desember tahun berikutry*a serta
melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan
mencantumkan ketetapan tersebut dalam surat keputusan
kepala daerah mengenai langkah-langkah pengelolaan kas
akhir tahun.

2) Melakukan upaya yang strategis, efektif dan releva-n dalam
rangka percepatan penagihan pajak daerah dan piutang pajak
daerah, dengan antara lain:
a) meningkatkan kine{a SKPD yang membidangi pengelolaan

pajak daerah dan retribusi daerah guna menBoptirr,alkar'
pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga
peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;

b) mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap
piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat
memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera
dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program,
kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;

c) melakukan upaya optimalisasi penagihan terhadap piutang
yang diragukan tidak tertagih;

d) mengoptimalkan penerapan ETPD dalam pengelolaan pajak
daerah dan retribusi daerah; dan

e)melakukan... /31
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e) melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pajak
daerah secara berkala dalam tahun berjalan, serta
mengambii iangkah strategis cian kebijai<an yang eiektif
dalam percepatan penagihan pajak daerah dan piutang
pajak daerah.

3) Mengelola jasa giro secara efektif dengan berkoordinasi dengan
nilr-alr llonl< tpnpnrvtl:>vl PKIIf) rl-an /alett hanlt ker:i-a s-crrr* rr-er-s

dibuka untuk pengelolaan penerimaan pendapatan {bank
transitoris) sehingga penyetoran jasa giro ke RKUD dapat
dilakukan sesuai ketentuan peraturaa perundarg-undangan.

4) Meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta
merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai
dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
SKPD, sehingga dapat mengurangi risiko kerugian daerah yang
disebabkan adanya persediaa-n yang kadaluwarsa/rusak.

b. ASETTETAP
Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Deiyai per 3 1 Desember
2024 sebesar P<pl.229.222.765.473,95, meningkat sebesar
Rpli.194.023.131,88 alau O,92o/o dibandilgkan dengan Aset
.!.-.- 

- --- al rr*--L^-.t/\oa -4La^-- D-I o!q rra\q.7aD r't-a o I)47r CLd.P PEt \, I IJtDclllUEl 4vZ|, Squ(:Dcu l\Pl..z: LU.VAu. a - Z.r- a riJ i

Aset tetap Pemerintatr Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2O24
terdiri dari:
1) Nilai aset tetap tanah per 3I Desember 2024 sebesar

Rp I O7. 74O.936.400,00 meningkat sebesar Rp25O.0OO.0O0.0O
atau O,239o dari nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2O23
sebesa!: Rp 107.490.936.4O0,00;

2) Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024
sebesar Rp368.471.621.727,49 meningkat sebesar
Rp28.446.657.536,O0 atau 8,37o/s dari nilai aset tetap
peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar
Rp34O.02a.964.19 r,491'

3) Nilai a$et tetap gedung dan bangunan per 3L Desember 2O24
sebesar Rp956.3O3.5 i 3.268,86 meningkat se'oesar
Rp63.984.O95.250,00 atau,7,L7Yo dari nilai aset tetap gedung
dan bangunan per 31 I)esember 2023 sebesar
RpB92.3 19.518.0 18,86;

4! Ni!-ai qset tetqn ralan iqnnoan derr irioasi rrFr. 3l fl-esern lrer
2024 sebesar Rp1.175.213.854.859,00 meningkat sebesar
Rp17O.82O.419.630,00 ata'u 77,aP/o dari nilai aset tetap jalan,
jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1.OO4.393. 435.229,OO;

s)Nilai.../32
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5) Nilai aset tetap lainnya per 3 I Desember 2024 sebesar
Rp22.607.O65.348,50 meningkat sebesar Rp4.5 12.040.O00,0O
atau 24,94o/o dari nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2023
sebesar Rp 18.O95.025.348,50;

6i i{iiai konstruksi daiam pc'nge{aan per 3 i Desembe= 2O24
sebesar Rp33.772.718.700,00 menurun sebesar
Rp69.509.3f3" 166,00 atau 67,3O% dari nilai konstruksi dalam
pengedaan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 103.282.03 1.866.O01 dan

7) Nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar
Rpi.434.887.044.829,91 meningkat sebesar
Rp 123.325.780.868,12 atau 9,4O9o dari nilai akumulasi
penJrusutan per 31 Desember 2023 sebesar
Rp 1.3 1 L.56L.263.96 1,7 9.

Terhada.p hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
a) Melakukan optimalisasi pendataan, pemanfaatan, dan

pengananan aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
Ma r hn 6 6,_r I h,t ah,6-

b) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dalam rangka
pendataan, pemalfaatan, dan pengamanan aset daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c. ASET LAINi.IYA
Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Deiyai per 31 Desember 2O24
adalah sebesar Rp77.873.358.276,6L menurun sebesar
Rp29.417.891.638,00 atau 27,42o/o dari nilai aset lainny'a per 31

lJcselrluer zuzJ scucsttr t\Ptvt .za L.z'rY.:rl?rur, u€rlta{Jl IrttLlar.l
sebagai berikut:
1) Nilai aset tidak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar

Rp8.733.255.8O0,00 meningkat sebesar Rp983.825.80O,00
a, ra-u. 1-L,? QYe d"- ri Ei-la! aset tidak berrujud per 31 Desember
2O23 sebesar Rp7.749.430.0O0,00;

2) I\ilai aset Lainnya per 31 Desember 2424 sebesar
Rp74.955. 874.483,6 I meningkat sebesar Rp2.986. 554.0O2,00
atau 4,15Yo dari nilai aset Lainnya per 31 Desember 2O23
sebesar Rp7 1.969.32O.48 1,6 1 ;

3) Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31
Desember 2024 sebesar Rp6.690.471.O07,O0 meningkat
sebesar Rp921.787.440,00 atau 15,98% dari nilai akumulasi
amortisasi aset -.idak 'oervn:juri per 3i Desembet 2fr23 sebesar
RpS.768.683.567,Oo; dan

4l Dana Transfer 'nagi hasil Treasury Deposit Focititg ffDF] per 31
Desember 2O24 sebesar Rp874.699.0OO,O0 Menunrn sebesar
Rp32.466.484.OOO,OO atau 97,387o dari nilai TDF per 31
Desember 2O23 sebesar Rp33.34 1. 183.OO0,O0.

KEWAJTBAN.../33
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d. KEWAJIBAN
Pemerintah Kabupaten Deiyai per 3l Desember 2024 memiliki
Kenraiilrarr GDlEc6- p6l <7 2aa onA rvl --r--^^-Jl l.(.s6tl

Rp40.453798,O0 atau 2o,45o/o dari Kewajiban per 31 Desember
2023 sebesar Rp197.a42.722,00, yang merupakan Kewajiban
Jangka Pendek, yaitu utang Perhitungan Fihak Ketiga (pFK)
sebesar Rp157.388.924,O0. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
pada OPD Tahun Anggaran 2024 adalah pungutan PFK
Bendahara Pengeluaran yang belum disetorkan sampai dengan 3l
Desember 2024. Seluruh Saldo Utalg Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp157.388.924,00 telah
disetor ke Kas Negara pada Tahun 2025.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
l) menggunakan SiLPA yang bersumber dari pelampauan

penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan
transfer. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan
belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya
capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan
dan/atau sisa belanja lainnya, dan menjadikan sebagai belanja
prioritas dalam Perubahan APBD Kabupaten Deiyai TA 2025.

2) menjadikan kewajiban jangka pendek sebagai belanja prioritas
dalam Perubahan APBD Kabupaten Deiyai TA 2025, sesuai
Aanoon vrolzcr rrl ;arqotaf I I Pernwotaan Nnrnnr OO Alrrrnfanci

Kewajiban, Lampiran II PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pernerintahan, yang menyatakan bahwa
suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek jika diharapkan dibayarkaa dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal pelaporan.

e. EKUITAS
Nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Deiyai Per 31 Desember 2O24
ada-lah sebesar R.p1.339,683.162.645,85 meningkat sebesar
Rp38.8O1.167.OOO,96 atau 2,98o/o dari nilai ekuitas per 3l
Desember 202 3 sebesar Rp f .30O.88 1.995.644,89.
Memperhatikan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Deivai
dari ekuitas agar Pemerintah Kabupaten Deiyai melaksanakan hal
sebagai berikut:
1) Menjaga arus masuk dan arus keluar kas dan melakukan

penyetoran kas sebelum tahun anggaran berakhir;
2) Melakukan inventarisasi, pencatatan serta manajemen aset

daerah yang depat meningkatkan pendapatan daerah; dan
3) Melakukan pengaturan atas rasio utang daerah dengan total

belanja daerah serta kcmampuan bayar daerah dan
menyeiesaikan kewajiban secara tepat waktu.

3.LAPORAN.../34
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3. LAPORAN OPERASTONAL (LO)

a. Pendapatan Daerah-LO
PenCapatan-Lo "NA 2024 sebesar Rp 1.O99.087.943.777,59 lebih.
rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Daerah yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar Rp1.197.054.063.345,59.
Pendapatan-L0 TA 2024 tersebut terdiri dari:
1) PAD-LO

PAD-LO TA 2024 sebesar Rp 8.143.887.676,59 lebih rendah
O,4O7o atau sebesar Rp32.61O.36O,0O dibandingkan dengan
€rnggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp8.176.498.036,59 PAD-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:
ai Pendapa^tan pajaie- LO T A 2A24 sebesar Rp2.257 .826.574,00

menurun 5,24o/o atau sebesar RpL24.937.426,OO
dibandingkan dengan anggaran pendapatan pajak yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
RpRp2.382.764.00o,oo;

b) Pendapatan hasil pengelolaan kekavaan daerah yang
dipisahkan-LO TA 2024 sebesar Rp988.554.688,O0
menurun 99,38o/o atau sebesar Rp159.751.595.680,00
dibandingkan dengan anggaran pendapatan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang drpisahkan yang
ditetapkan dalam APBD Tahun 2024 sebesar
Rpl6O.74O. 1 50.368,OO; dan

c) Lain-lain PAD yang sah-LO TA 2024 sebesar
PnFn4 nO7 qOA 4I4 -5O n'tctlinol;.at I6 F 1o/^ atarr celrecer

Rp697 .592.57 1, 59 dibandingkan dengan anggaran lain-lain
PAD yang sah yang ditetapkan da-lam APBD TA2O2+ sebesar
Rp4.199.913.843,00.

2) Pendapatan Transfer-LO
Pendapatan transfer-LO TA 2024 sebesar
Rp926.580.91 1.343,00 lebih rendah dibandingkan dengan
anggEran pendapatan transfer Rp 1.03 I .O9O.084.0 f 6,00 yang
ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar atau 1O,14%o

pendapatan transftr-LO TA 2024 tersebut terdiri dari:
a) Da-na Perimbangan-LO TA 2024 sebesar

Rp769.519.941.796,00 menurlrn 4,54o/o atau sebesar
Rp36.573.654.2O4,0000 dibandingkan dengan anggaran
dana perimbangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp806.093.596,0O0,O0;

b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur -
LO TA 2O24 sebesar Rp126.407.O35.O0O,00 sama dengan
anggaran Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan
infrastruktur yang ditetapkan ciaiam APBD TA 2024 sebesar
Rp I 26.407.035.o00,00;

clDana... / 3 5
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c) Dana Desa- LO TA 2024 sebesar RpO,OO sedangkan
anggaran dana desa yang ditetapkan dalam APBD TA 2024
sebesar Rp65.27 i.473.OOO,OO;

d) Pendapatan Bagi Hasii - LO TA 2024 sebesar
Rp16.163.O45.547,4O menurun 14,l5o/o atau sebesar
Rp2.664.045.469,O0dibandingkan dengan anggaran
Pendapatan Bagi Hasil yang ditetapkan dalam APBD TA
2O24 sebesar Rp18.827.O91.016,00; dan

e) Bantuan keuangan - LO TA 2o24 sebesar
Rp1.5OO.000.0O0,0O sama dengan anggaran Bantuan
keuangan yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp1.500.000.000,00.

3) t ain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO
Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO TA 2A24 sebesar
Rn!64.-?6-3.144 75R.OO meningkat 3.287.26014 atau sebesa!-
Rp I 59. 363. 1 44. 758,OO dibandingkan dengan arlggaran iain-lain
pendapatan daerah yang sah yang ditetapkan dalam APBD TA
2O24 sebesar Rp Rp5.0OO.O00.0O0,OO tersebut terdiri dari:
a) Pendapatan Hibah - LO TA 2024 sebesar

Rp159.751.595.680,00 sedangkan anggar€rn Pendapatan
Hibah yang ditetapkan dalam APBD TA 2024 sebesar
Rp0,0O; dan

b) Lain-lain Pendapatan- LO TA 2024 sebesar Rp
A. 6 | t q,.O n7a nn 7 77o/^ 6rar , 6als64-

Rp388.450.922,OO dibandingkan dengan zrnggaran Lain-lain
Pendapatan yang ditetapkan da-lam APBD TA 2024 sebesar
Rp5.0OO.O00.O00,OO;

b. Beban
Beban Pemerintah Kabupaten Deiyai periode I Januari 2024
sampai 31 Desember 2O24 sebesar Rpf .041.2O5.091.596,63,
rincian beban Kabupaten Deiyai periode 1 Januari sampai 31
Desember 2C24 adalah sebagai berikut:
1) Bebar pegawai sebesar Rp226.267 .O3O.419,00;
2l Beban barang danjasa sebesar Rp480.034.528. 124,51;
3) Beban Hibah sebesar Rp1I6.856.337.658,00;
4l Beban bantuan sosial sebesar Rp21.965.926.400,0O;
5) Beban lain-lain sebesar Rp1.585.592.992,O0;
6) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar

Rp 18.723.733 .577 ,121'
7l Beban PenJrusutan Gedung dan Bangunan sebesar

Rp45.476.O47 .2ii,OO;
8) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar

Rp66.492.450.08O,O0;

9)Beban...l36
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9) Betran amortisasi Aset Tak Berurrjud sebesar
Rp92 r.787.4a0,0O;

IAI Pahor Et66tr,-n 11at;onooa eahpcgr Prr6? -QJl1 6qZ AOq Ofr

Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus
menjadikan LO dimaksud sebog,ar salah satu dokumen dalam
mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan dan
trelaoia dserab rlalam rre4yusunan Perubahan APBD TA 202-5.

LAPORAN ARUS KAS
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2024 terealisasi sebesar

Rp2O3.793.491.333,59 dan TA 2023 sebesar

Rp176.6o2.804.5 lO,50.
lf Arus masuk kas dari aktivitas op€rasi TA 2024 terealisasi

sebesar Rp1.197.021.452.985,59 dan TA 2A23 sebesar

Rp 1.093.5O7.737.0O9,90; dan
2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi IA 2024 terealisasi

sebesar Rp993.227,961.652,00 dan TA 2023 sebesar
Rp9 16.904.932.499,4O.

b. Arus Kas dari AktMtas lnvestasi
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi TA 2024 terealisasi
sebesar (208.079.156.472,001 dan realisasi TA 2023 sebesar

{1 1 1 .70 1.820.8 19,00}.

1) Arus Kas Masuk dari Alrtivitas Investasi pada TA 2O24

terealisasi sebesar Rp 32.610.360,00 dan TA 2A23 sebesar
Rp617.185.O0O,00; dan

2) Arus Kas Keluar dari Alrtivitas Investasi TA 2024 tereaiisasi
sebesar Rp2O8. 111.766.832,00 dan TA 2023 sebesar

Rpl 12.3 19.005.819,0O.

c. Arus Ifus dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2024 sebesar
Rp454.517.035,O0 dan realisasi TA 2023 sebesar

{168.801.833,00}.
1) Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris TA 2024 terealisasi

sebesar Rp350.589.536.588,00 dan TA 2023 sebesar
Rp232.945.2 19.732,00; dan

2) Arus Kas Keiuar dari Aktivitas Transitoris TA 2C24 terealisasi
sebesar Rp350.135.O19.553,00 dan TA 2023 sebesar
Rp233. I 14,O2 1.565,OO.

d. Saldo Akhir Kas T'ahun 2024 seniiai RpI1.586.501.4O1,51.

B.tNFORMASi.../37
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B. INFORMASI LAINI\IYA
1. Realisasi Anggaran Pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending)

tt\ zvzl

Anggaran dan Realisasi Anggaran Pemenuhan Mandatory Spending T A

2024

F ungsr

lnfraamr ktu r
PelaFnan Publik
lmin. 4ool, dari Total
Bclanja sctelah
dikuranBi b.laoja
Bag Ha6il dan
Bcrtuaa Keuangan)

Realissi
fit RealiBasi

\%l

P4rei
Anggaran

("/.1

Pendidikan
( in. 20plo dari Total
Belanja Daerahl

20,69 20,23

348.735.762.295.OO 346.985.025.534.0O 99,50 28,61

Memperhatikan data pada diatas, Pemerintah Katrupaten Deiyai
telah mengalokasikan angg€rran untuk mandatory spending sebagai

berikut:
a. Fungsi pendidikan dialokasikan sebesar Rp252.256.803.70O

dengan porsi 20,69% dari total aflggaran belanja daerah TA

2O24 sebesar Rpl.2 19.O73. 189.876,00. Porsi anggaran fungsi
pendidikan TA 2024 tersebut lebih tinggi dibandingk-an dengan
porsi anggaran belanja fungsi pendidikan TA 2O23 sebesar

L7,87o/o dengan alokasi anggaran sebesar Rp 185.872.236. I 7 I
dari total anggaran belanja daerah TA 2023 sebesar

Rp1.O4O.02O.680.438,0O. Alokasi €mggarafl br-a'nja fungsi
pendidikan TA 2024 tersebut sudah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Trrtnin Anggaran 2O24 y-ang merregaskan bahwa
Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan
harus mengalokasikan €rnggaran fungsi pendidikan pating
sedikit 2O% (dua puluh persen) dari total belanja daerah
sebagaimana ciiamanatkan daiam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dari sisi realisasi, belanja fungsi pendidikan TA 2O24 terealisasi
sebesar Rp246.672.061.316 atau 97,79o/" dari anggaran sebesar
Rp252.256.803.7O0, dengan porsi realisasi belanja lungsi
pendidikan sebesar 20,54o/o dari total realisasi belanja daerah

Total B.lanja:

r .219.o73.199.876,00
252.256.803.700 246.672.061.316 97,79

28,46

L/qa r !r,rrrqrr6a, I

Alokasi Anggaran
(Rp)

Anttaran
(Rp)

Realisa6i

lRp)

Total Alokasi
angtaran bclanja
infrastruktur
p€lal'anan pubtik:

LO90.920.059_ 176,OO

Tahun.../3ti

I

---T***-
I
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Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan belanja fungsi pendidikan sudah dilaksanakan
secara optimal dan belum sejalan dengan porsi yang ditetapkan
dalam APBD.

Porsi realisasi belanja fungsi pendidikan TA 2024 sebesar

2A,23o/a, meningkat dari porsi realisasi belanja fungsi
pendidikan TA 2023 sebesar 17,30o/o.

b. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar

Rp348.735.762.295,00 dengan porsi 28,88% dari total alokasi

anggaran belanja infrastruktur pelayanaa publik sebesar

Rp 1.O9O.920.O59. 1 76,00. Porsi anggaran belanja infrastruktur
peiayanan publik TA 2O24 tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan porsi anggaran belanja infrastruktur pelayanan pubiik TA

2023 sebesar 44,25o/o dengan alokasi anggaran sebesar Rp

462.088.097.494,OO tlari total anggaran belanja daerah TA 2023
sebesar Rp 1.044.329.618.836,00. Alokasi anggaran belanja
belanja infrastruktur pela-vanan publik TA 2O24 tersebut belum
sesuai dengan ketentuan Peratr-rran Menteri Dalam Negeri Nomor

15 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pemerintah daerah

mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling

rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar
belanja bagi hasil danlatau transfer kepada daerah danlatau
desa.

Dari sisi realisasi, belanja infrastruktur pelayanan publik TA

2024 terealisasi sebesar Rp 346.985.025.534,00 ataw 99,49Ya

dari anggaran sebesar Rp 348.735.762.295,00, dengan porsi
realisasi belanja belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar

28,460/o dari total realisasi belanja daerah TA 2024. Hal tersebut
menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja infrastruktur
pelayanan publik belum dilaksanakan secara optimal dan belum
sejaJan dengan porsi yang ditetapkan dalam APBD.

Porsi realisasi belanja belanja infrastruktur pelayanan publik TA

2024 setresar 28,610/o, menurun dari porsi realisasi belanja
infrastruktur pelayanan publik TA 2O23 sebesar 44,25o/o

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiy'ai pada
tahun- tahun mendatang agar;

a. Mempertahankan alokasi anggaran mandatory spending untok
fungsi pendidikan paling sedikit 20o/o dari total belar{a APBD
sebagaimana amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidika-n Nasional.

b.Mengalokasikan... / 39
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b. Mengalokasikan porsi belanja iafrastruktur pelayanan publik
daerah paling rendah 4oolo {empat puluh persen} dari total
belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/ atau transfer

kepada daerah dan/ atau desa secara bertahap dalam waktu 5

(lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2A22, sehingga batas akhir pemerintah daerah

mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang kurangnya 407o

sampai dengan TA 2027.

c. Anggaran mandatory spending untuk realisasi infrastruktur
agar direalisasikan sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam
APBD dan untuk fungsi pendidikan agar dipertahankan secara

konsisten sesuai yang ditetapkan dalam APBD tahun
berkenaan.

2. Realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM)

SPM terdiri dari urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang {PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman (Perkim), Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Periindungan Masyarakat (Trantibumlinmas), dan Sosial TA 2O24

sebagaimana tabel berikut:
Anggaran dan Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM "lA 2024

(%)

99,81

I)' !DD

Porsi Belanja SPM
terhadap totai
Fralcni- l.)cerah

(v"l

Berdasarkan data pada Anggaran dan Realisasi Belanja untuk
Pemenuhan SPM TA 2024, dapat dljelaskan bahwa Pemerintah
Kabupaten Deiyai mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan
SPM sebaga.i berikut:

a.Bidang.../4O

Bidang Urusan
Anggaran

(Rp)
Realisasi

{Rp)
29.47 t.432.350,OOPendidikan 29.526. 184.O00,00

Kesehatan i.925,OOO.OOO.OO 1.24l.O00.OOO,OO 64,47
rlrl rltt? ncr! nrtrt nnn nn I\J, L/u\.r.w\ru.wwrr,v\, I \J.v_r7. r vv.l,\.rv.vv

Perkim 100.ooo.ooo,oo loo.ooo.ooo,oo IO0,00
Trantibumlinmas 2.250.OOO.O00,00 2.238.735.000,00
Sosial

Totai Belan ja SPM

100.000.o00,00
36.951. 184.O00,OO

100.oo0.oo0,00
36.200.867.3s0,OO

100,oo

99,81
Total Belanja
Daerah

1.219.073.189.876,OO 1.201.oag.72A.484,00 98,52

3,03 3,0 r

I
I

99,50 i

I

I

I

I
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a. Bidang urusan pendidikan TA 2A24 terealisasi sebesar

Rp29.471.432.350,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar

Rp29.526. 184.OOO,OO. .tlckasi an€gai'an tersebut lebih rendah

dari bidang urusan pendidikan TA 2023 yang dialokasikan
sebesar Rp34.O06.966.OOO,OO dan terealisasi 99,93olo atau
sebesar Rp33.984.498.0O0,00.

b. Bidang urusan kesehatarr di-aioicasiix-an sebesar

Rp 1.925.000.000,00, terealisasi 64,47o/o atau sebesar Rp.

1 .24 1.O00.0OO,00. Alokasi anggaran bidang urusan kesehatan

TA2023 tersebut lebih tingli dari bidang urusan TA 2023 yang

ciiaiokasikan sebesar Rp i . 0OO. 0OO. OOO., et0 cian tereaiisasi i 00%

atau sebesar Rp 1 .000.OO0.O0O,00.

c. Bidang urLrsan PUPR TA 2024 dialokasikan sebesar

Rp3.050.O0O.000,00, terealisasi 99,99o/o atau sebesar

Rp3.049.7OO.0OO,O0. Alokasi anggaran bidang PUPR TA 2024
tersebut lebih tinggi dari alokasi anggaran bidang Urusan PUPR

TA 2023 yang dialokasikan sebesar Rp627.00O.0O0,O0 dan

terealisasi 99,3 loh atau sebesar Rp622.650.OOO,0O.

d. Bidang urusan Perkim TA 2024 dialokasikan sebesar

RpI OO.OOO.OOO,0O terealisasi 1OO,OO% atau sebesar

Rp 100.OOO.0O0,00. Alokasi anggaran tersebut lebih rendah dari
alokasi anggaran bidang urusan Perkim TA 2023 sebesar

Rp2.782.00O.000,00 atau dan terealisasi 99,8OVo atau sebesar

Rp2.776.30O.o00,00.

e. Bidang urusan Trantibumlinmas TA 2024 dialokasikan sebesar

Rp2.250.0O0.O0O,O0 dan terealisasi sebesar 99,5O7o atau
scbesar Rp2.238.735.O00,O0. Alokasi anggaran bidang urusan
Trantibumlinmas TA 2O24 tersebut lebih tinggi dari alokasi
anggaran bidang urusan Trantibumlinmas TA 2023 yang
dialokasikan scbesar Rp2.213.400.0OO,00 dan terealisasi
99,95o/o atau sebesar Rp2.2 12. 1 85.O00,OO.

f. Bidang urusan sosial TA 2024 dialokasikan sebesar

Rp 100.0OO.000,0O dan terealisasi 1O0% atau sebesar

RplOO.0OO.0OO,0O lebih rendah dibandingkan dengan alokasi
anggaran bidang urusan sosial TA 2023 dialokasikan sebesar
Rp4O.759.366.OOO,OO dan terealisasi 99,92o/o atau sebesar

Rp40.725.633.00O,0O.

Secara...l4 I
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Secara total, belanja untuk pemenuhan SPM TA 2024 terealisasi

sebesar Rp36.200.867.35O,00 atau 99,81% dari anggaran sebesar

Rp36.951.184.OOO,00, dengan porsi anggaran belanja untuk
pemenuhan SPM TA 2024 terhadap total belarja daerah TA 2024
yaitu sebesar 3,03o/u dan porsi realisasi 3,01%.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

a. Meningkatkan alokasi anggaran dan secara konsisten
melaksanakan anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD

untuk pemenuhan SPM.

b. Terhadap bidang urusan Pendidikan yang terealisasi 89, 14%

dinilai masih kurang optimal. Unruk itu, Pemerintah Kabupaten

Deiyai agar melaksanakan belanja untuk pemenuhan SPM

secara konsisten dengan memedomani:

l) Peraturan Menteri Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 2glPRl/Ml2Ol8 tentang Standar Teknis SPM

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rak)'at.

2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada

SPM Bidang Kesehatan, serta mengoptimalkan anggaran
kesehatan untuk pelaksanaan program, kcgiatan, dan sub
kegiatan bidang kesehatan lainnya.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/ Kota.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/ Kota.

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2l Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang
Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/ Kota.

6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan
Ka bupaten/ Kota.

7) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan.

c.Mempedomani...l42
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Mempedomani ketentuan pemenuhan SPM berdasarkan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan SPM yang ditetapkan oleh

Kementerian terkait, Pemetaan SPM yang ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentarg Pedoman Penyusunan

APBD tahun berkenaan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 59 Tahun 2O21 tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal.

3. Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri

Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (PDN)

633.656.729.563,@ 9l .591.867.200,OO o,00 o,ooq.

494.302.984.O 17.OO ql.59r.867.200,OO o,oo o.0006

Belaria Hib.h Brran8 I l7 3a3 745.546 CX) o-oo o_oo o.rno."
J asa

0.oo O,O09i,

69.250ro

18.874.582.OOO,00 0,oo o.ooo,;

6l .624.7s3.250,OO 58.768.370.000,OO 37. 109.234.100.OO 63. l4%

l13.924.853.499,OO 88.743.523.350,00 74.s94.241 .7 82.OO 88.56oh

Belanja Modal Aset o,o0

84 1.600.846.3 r 2,OO

PR.ESEN
TASE

REAUS
AST PDN

o,ooga i

258.67a.442.550.O
0

t 15.703.475.382,Ot) 44,

Pernerintah Kabupaten Deivai menetapkan kom.it-men anggaran
Belanja PDN TA 2O24 sebesar Rp258.678.442.550,OO atau 3o,740lr

dari nilai anggaran belanja/jasa pemerintah sebesar

Rp841.6O0.846.312,00. Hal tersebut belum memenuhi ketentuan
Peraturer: Menteri Dalara Negeri Nornor l5 Tahun 2O23 yang
menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menggunakan produk
usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan
mengalokasikan paling sedikit 4O7o (empat puluh persen) dari nilai
ang6aiaii belanja barang/jasa pcmcr-intah daerah yang terdin atas
belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal
tanah.

No URAIAN ANGCARAN
SETEI.AH

PERUBAHAN (Rp}

KOMTTMEN
BEIINJA PDN (Rpl

REALISASI BEIANJA
PDN (Rp)

I BELAIIJA OPERAST

Belanja Barang dan
Jasa (termasuk
barang yalg
diserahkan kcpada
srasva.akat)

Belanja Bantuar
Sosial Baran(/Jasa

2 r.970.OOO.OOO,O0 o.00

a BELAIIJA UODAL 207 .944.t t6.74C.(n 167.086.575.350.0
0

t 15.703.475.882.O0

Belanja Modal
Pera.latan dan Mesi!

3l.lo5_2lo.ooo,oo

Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

t.289.300.OOO.OO 700.ooo.ooo.oo

Belan3a Modal Jalar.
,14!L
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Komitmen anggaran Belanja PDN TA 2O24 lebih rendah dari
komitmen anggaran Belanja PDN TA 2023 sebesar

Rp696.858.337.096,00. Total belanja PDN TA 2024 terealisasi
sebesar Rp 115.703.475.882,O0 atau 44,730 dari komitmen
anggaran sebesar Rp258.678.442.550,0O.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

a. Menganggarkan beianja PDN sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

b. Mengoptimalkan pelaksanaan belanja PDN yang sudah
ditetapkan dalam APBD.

c. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan penggunaan

produk usaha kecil dan/atau koperasi pada pengadaan

barang/jasa pemerintah daerah.

d. Meningkatkan jumlah transaksi pengadaan barang dan jasa

kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Lokal dan Koperasi yang

tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem

Elektronik (PPMSE)/ marketplace dalam toko daring yang
dikelola oleh kmbaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah untuk

Percepatan Penurunan Stunting

Kegiatan Realisasi

Pemeriksaan kehamilan
(Antenatal Care)

Pemantauan tumbuh
kcmbari balita, termasuk
pemberian ASI eksklusif sejak
lahir sampai bayi berusia 6

1 .91 6.O00.O00.oo 99,530t,

0-00 U 00

i".-

0.00

97,18'/.

100.00,2,

99,lO,l,i,

r.068.540.000.00 97,t41,

792.800.OO0.O0 99,74"/,'
l 5.646.O82.800,OO eq.1qy.

98,52o/i,1 .20t .o49.728.484,OO

I Tatalaksana dan rujukan
o masalan

gkatan cakupan dan
pcrluasan jenis imunisasi
Edukasi remaja putri, ibu
hamil, dan keluarga balita
Belanja Gedung dan

I Bangunan

Relan a Peralatan dan Mesin
TOTAL BELANJA STUNTING
TOTAL BELANJA DAERAH

PoRSI BELANJA TERHADAP

I .925.000.OO0.00

s0.000.000.00

s.oo0.ooo.o0

354.475.800.00 344.47s.800.O0

o.00

348.000.000.00 348.OOO.OOO.00

1 I .277.652.800.0O r r. 176.267.000.00

1 .100.ooo.ooo

794.836.000.00
15.899.964.600.OO

1 .2 19.O73. 189.876.00
1,30 1,30

TOTAL BELANJA DAERAH
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Berdasarkan data pada diatas, belanja percepatan penurunan
stunting TA 2O24 terealisasi sebesar 15.764.082.800.00 atau 98,4oo/o

dari anggSaran sebesar 15.899.964.600.00 Anggaran dan realisasi
belanja percepatan stunttng TA 2024 tersebut lebih tingg
dibandingkan dengan anggaran dan realisasi belanja percepatan
stunting TA 2023 yang terealisasi sebesar I 10.295.604.152,O0 atau
57,36"/0 dari total anggaran sebesar 63.260.049.232,00. Anggaran
belanja untuk percepatan penurunan stunting TA 20'24 memilii<i
porsi sebesar 1 ,30% dari total ang{Iarart belanja daerah TA 2024 d,an
porsi realisasi belanja untuk percepatan penurunan stunfing TA
2024 sebesar 1,30% dari total realisasi belanja daerah TA2024.
N-qmrrn dprnilri-a n d:rlqrn nelaks-anaan rr.r-a,sih t?rtlanat srrh kr-siat-an

penurunan stunting yang realisasi masih kurang optimal antara lain
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengeiolaan

Surveilans Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya
\r - ^,'^; ^ V ^^^l^t ^^ c--',^; Cr^-,rl^-

Memperhatikan ha-l tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:

a. Meningkatkan alokasi anggaran untuk penurur.an stunting
dengan mendasari antara lain data prevalensi stunting, serta
secara konsisten meiaksanakan angararr dalam prugrani,
kcgiatan dan sub kegiatan yang berdampal langsung terhadap
penurunan stunting antara lain berupa kegiatan Pemberian

Makanan Tambahan {PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan
Ketahanan Pangan Keiuarga serta kegiatan percepatan
penurunan stunting lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional
dan mengalihkan anggarannya kepada kegiatan yang
berdampak langsung terhadap percepatan penurunan stunting.

c. Mendorong SKPD terkait untuk melakukan upaya percepatan
realisasi anggaran kegiatan dan sub kegiataa untuk percepatan
penurun€rn sfi/nting.

d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk
menjamin terlaksananya kegiatan dan sub kegiatan percepatan
penurunan stunting, sehingga target output yang ditetapkan
dapat dicapai secara optimal.

5. Rekapitulasi Realisasi Belanja Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem
Berdasarkan laporan rekapitulasi realisasi belanja percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem yang disampaikan oleh

Pemerintah... /45
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Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024, realisasi belanja percepatan

penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 yaitu sebesar

57.652.602.213.00 atau gl,lgVo dari anggaran sebesar

63.244.767.800,4O.
Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem

Nama Kegiatan Anggaran Realisasi

239.O00.000.o0 100.{,Rehabilitasi Sosial
Penyaadang Masa-lah
Kesejahteraan Sosial
Pen-gelolaan Pendidrkan Non
Formal Kesetaraan

Penyediaan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan untuk
UKM dal UKP

o/o

214=600 000 00 l_00'1;,

2.719.557.000.00 9O.75u/,.,

5.215.930.000.00 5.212.a84.777.OO 99.95'"t,

l .200.ooo.ooo.oo 1.197.402.000.00 99.78'Y,,

2 1 . 170.OOO.OO0.00 21.17O.OO0.OOO.OO lOO%

12.374.623.4OO.OO 7. 123.598.000.00 -t7 .57"i;

3. 191.O57.OO0.OO 3. i75.556.436.00 99.97"/,. :

50.000.oo0.o0 100,r,

99,77

91,19,2,

Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yartg
Keanggotaannya
dalam Daerah
Kabu ten Kota
Pelaksanaan Pelatihan
berdasarkan Unit

'r 6.550.OOO.O00.OO 16.550.OOO.OOO.OO

elI si
Memfasilitasi penyediaan
lahan perumahan bagr

erima manfaat
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jaringan

1 1.410.728.000,00

Usaha Tani

TOTAL BELANJA DAERAH 1.219.073.189.876 00 1.20)..O89.724.484.00

Porsi Beianja Kemiskinan
Ekstrem dari Total Belanja t2,L7

-.1
100,x,

239.OOO.OOO.00

214_600 000.oo

Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Gizi Masyarakat

3.019.557.OOO.00

Pencegatran dan
Penyelesaian Perseiisihan
Hubungan Industrial,
Mogok Ke{a dan Penutupan
Perusahaan di Daerah

Pengelolaan Data Fakir
M-isldn Cakupen Daerah
Provin si
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
Peral serta

Kabu aten Kota

I 1.436.740.OO0,OO

TOTAL KEMISKINAN
EKSTRIM

63.224.767.800.OO 57.652.642.213.OO

11 ,27
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Berdasarkan data pada tabel diatas, tergambar belanja untuk
penghapusan kemiskinan ekstrem TA 2024 tersebut memiliki porsi

sebesar ll,27o/o dari total anggaran belanja daerah TA 2024 dengan

porsi realisasi sebesar 12,!7o/o dari totd realisasi belanja daerah TA

2024.

Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan
sebagai berikut:
a. Mengalokasikan anggaran percepatan penghapusan kemiskinan

ekstrem dengan memperhatikan dampak langsung yang
ditimbulkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan

^,.!- l-^--.j^.^- -^l^-^i^^-- );^.,,- -r^1^- D--^L,---
PEltlELctaLrr s r.l \,, ArErarcur o(-uaBclrrrrqrra (r.tctl. !u (rcLl.Llrl l LlarL.rctlr

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yaitu:
1) mengkoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin

ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melaiui
kegiatan/ subkegiatan antara lain:
a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas

kabupaten/kota;
c) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar;
cil rehabiiitasi sosial dasar anak teriantar rii iuar panti;
e) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar;
f) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar

panti;
g) relahilita si sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS

dan NAPZA di luar Panti;
h) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi;
i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas

kabupaten/kota; dan
j) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui.

pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan
kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku
kepentingan.

2) Meningkatka:: pelaksa:..aan anggaian secera konsist€n pada
kegiatan dan sub kegiatan yang berdampak langsung
terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Mengurangi anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang
bersifat operasional serta mengalihkan alokasi dan realisasi
anggaran tersebut kepada kegiatan yang berdampak
langsung terhadap percepatan penghapusan kemiskinan
ekstrem tahun berkenaan.

4i irbih cermat <iaiam menlTusun iaporan rekapituiasi realisasi
belanja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berkenaan.

6.Rekapitulasi... /47
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6. Rekapitulasi Laporal Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa
(PBJ) Melalui e-Purchnsing T A 2024

Rekapitu-lasi Laporan Realisasi Belanja Pengadaan

Barang/Jasa (PBJ) Melalui e-Purchasing TA 2024

No qrpn
Total Nilai
Pengadaan

Barang/Jasa
(Rp)

Realisasi Pengadaan
Barang/Jasa

melalui e-purclwsing
Realisasi

(/'l

1

(R

TOTAL

Berdasarkan data pada diatas, re:lisasi belanja pengadaan
barang/jasa melalui e-purchnsing pada Pemerintah Kabupaten
Deiyai TA 2024 sebesar 6.249.885.828.00 Namun demikian, laporan
belanj a pengadaar barang/jasa pada tabel diatas belum
rr'enggambarkan totai niiai anggaran pengadaar. barar,g/jasa pada
Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024, sehingga tidak dapat
dilakukan perhitungan terhadap persentase nilai realisasi belanja
barang/jasa yang berdasarkan ketentuan kepala daerah
menetapkan nilai transaksi e-purchasing paling sedikit 3oo/o (tiga
puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana Surat
Edaran Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui e-purc-hasing.
Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
a. Mendorong seluruh SKPD untuk memprioritaskan pelaksanaan

pengadaan barang/jasa diiakukan melalui metode pemilihan e-

purchasing.

b. Mendorong seluruh SKPD untuk meningkatkan pengllrnaan
produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan
koperasi, menteri/pimpinan lembaga/kepala daerah
menetapkan nilai transaksi e-purchnsing paling sedikit 30% (tiga
puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan sebagaimana
Surat Edaran Kepa-la I-embaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2023 Tentang Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui e-
purchasing.

RSUD Pratama Wanghete 6.250.000.000.00 6.249.885.828.00 99.99{/"

6.250.OOO.OO0.OO 6.249.885.828.O0 99.99Yo
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7. Rekapitulasi Laporaa Realisasi Belanja Menggunakan Kartu }ftedit

Pemerintah Daerah (KKPD) TA 2024

Berdasarkan data rekapitulasi laporan realisasi belar{a
penggunaan KKPD pada Pemerintah Kabupaten Deiyai TA 2024,

Pemerintah Kabupaten Deiyai dalam pelaksanaan belanja barang

dan jasa serta belanja modal pada TA 2024 belum menggunakan

KKPD dan belum mcmiliki Peraturan Bupati mengenai tata cara

penggunaan dan penyelenggaraan KKPD.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai

agar:
a, Segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan

penJrusunan Peraturan Bupati mengenai tata cara p€nggunaan

dan penyelenggaraan KKPD sebagaimana ketentuan Pasal 44

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah.

b. Melakukan koordinasi dengan bank penempatan RKUD untuk
segera menerbitkan KKPD. Dalam hal bank penempatan RKUD

belum mendapatkan izin penerbitan KKPD agar mcndorong
bank penempatan RKUD untuk segera melakukan kerja sama

dalam penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik negara
yang telah memperoleh izin sebagai penerbit Kartu Kredit untuk
penerbitan KKPD dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 22

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 79 "fahun 2022,
untuk selanjutnya melakukan transaksi belanja barang dan jasa

serta bclanja modal melalui KKPD.

c. Melakukan kerja sama dengan bank penempatan RKUD, bank
kerja sama penerbitan KKPD, dan pihak terkait lainnya untuk
mendorong perluasan kanal-kanal pembayaran melalui KKPD.

d. Mendorong usaha mi.lcro, usaha kecil dan koperasi untuk
mendaftarkan dan menjadi pedagang (merchantl pada

marketplace dalam Toko Daring LKPP, serta meningkatkaa nilai
transaksi belanja melalui e- purcho.sing menggunakan KKPD.

e. meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelola KKPD di masing-
masing Organisasi Perangkat Daerah guna efektivitas
penggunaan KKPD dalam pengadaan barang/jasa yang
dibayarkan melalui uang persediaan;

f. r:'.eangkatkar besaran uang persediaan masirig- masing
Organisasi Perangkat Daerah dan mengurangi pembatasan
pembayaran melalui mekanisme LS; dan

g.Badan.../49
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g. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Bidang

Perbendaharaan agar meningkatkan kapasitas sumber daya

manusia meiaiui sosiaiisasi dan bimbingan teio:ris penggunaan

KKPD guna percepatan penggunaan KKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten DeiYai.

8. Rekapitulasi L,epcran Reelisasi Belanja l-libeh untuk Pendanaan

Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari APBD

Rekapitulasi Laporan Rea.lisasi Belanja Hibah untuk
Pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati yang Bersumber dari

APBD

Rea.lisa
Sl. l"/o,

1

No

Komisi
Perni!ihan
Umum

H

Totai Beianja
Daerah

Porsi

3fl q7r) ,44 r)r]rl no 164
Tahun
2|o24

Tahun
2024

Tahun
2024

1

6.OO0.000.000,o0

44.820.244.000.00

r.243.412.9t2.227,OO

3

Berdasarkan data pada tabel diatas, belanja hibah dana kegiatan
pemilihan kepala daerah Kabupaten Deiyai terealisasi sebesar
Rp44.82O.244.000,00 atau 100,0O%. Porsi anggaran belanja untuk
pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah TA 2O24 yaitu sebesar
3,72o/o dan total anggaran belanja daerah TA 2024. Sedangkan porsi
realisasi belanja untuk pendanaan kegiatan pemilihan kepda
daerah TA 2A24 sebesar 3,7 4"/u dari total realisasi belanja daerah TA
2024.
Dalam rangka memastikan ketersediaan dana pemilihan kepala
daerah periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar
melakukan perencanaan anggaran yang efektif dengan kebijakan
penyediaan anggaran melalui dana cadangan yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan.

Jumlah
TPS

KetAnggaran
(Rp)Instansi Realisasi

(Rp)

3.) q7r) ?44 r)r)r) 0n 1r)r) r).)

6.600.oo0.o00,o0

TNI L<O nnn nnn nn Lqn nnn oon rrn
I

100.00 164

tn6 nn 1,i4

6.OOO.OO0.OO0.OO

44.820.244.O00,OO

1. 197.054.063.345,59

3,74

164

99,47

Tahun
2024

IJ L'E'qI:'Qt I-^ r-^ t\I I <t'\rr!.../ \rv

I I

I Badan
2 | Pengawas

I Pemilu

4 I Polri

Total Betanja

I

6.600.000.ooo,00
I
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I
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II. KESESUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGCUNCJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN

PERATURAI.i BUPATI TENTANG PENJABARAI{ PEtrTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN APBD DENCAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

(LHP)BPK

Evaluasi kesesuaian rancangan Perda tentang pertanggungiawabal
pelaksanaan APBD dan ranc€rngan Peraturan Bupati tentang penjabaran

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD dengan temuan [,aporan Hasil

Pemeriksaan (LHPI BPK atas laporan keuangan meliputi struktur,
klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
Deiyai TA 2O24, terdapat beberapa temuan berkaitan dengan sistem
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan sebagai berikut:
1. Belanja

a. Ketidaktepatan Klasiirkasi Anggaran Belanja pada Dua SKPD

b. Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tamtrahan Penghasilan Pegawai

dibayarkap kepada Pegawai yeng Telah Mencapai Batas Usia Pensiun

dan Meninggal Dunia pada Empat SKPD

c. Kelebihan Pembayaran Kegiatarr Makan dan Minum pada Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik

d. Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas pada Dua SKPD

e, Kekurangan Volume atas 14 Paket Pekerjaan pada Enam SKPD

f. Keterlambatan Penyelesaian atas Lima Paket Pekerjaan pada Empat

SKPD

g. Penerima Hibah Belum Menyampaikan Laporan Penggunaan Dana

Kepada Kepala Daerah

2. Aset
Pengamanan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah Belum
Memadai Pengelolaan Barang Milik Daerah Belum Memadai.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Deiyai telah
menetapkan langkah penyelesaian dengan men]'usun rencana aksi,
mengajukan dokumen tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi.
Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Deiyai agar:
A. Melaksanal<an seluruh rekomendasi atas temuan dalam Laporan Hasil

Pemeriksaan BPK berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.Melakukan.../51
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B. Melakukan pengendalian dan pemantauan tindak lanjut LHP atas

temuan BPK secara berkala kepada seluruh SKPD terkait.
C. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPK-RI untuk

penyelesaian tindak lanjut atas temuan dimaksud.

III. LAIN-LAIN

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Deiyai harus tetap
melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian [WTP) dari BPK-RI atas laporan Keuangan
Pemerintah Daerah yaitu dengan men1rusun dan menvajikan Iaporan
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem
pengendalian intemal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
O HUKUM

RUNG, SH., MH
4200212too2


